KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/  /K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka
menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program,
kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan
pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana
strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih
konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana
strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat
berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
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dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2023

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian

Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

v
RPIPD m RAPBD APBD

RENSTRA PD RENJA PD RKA-SKPD DPA-SKPD

Keterangan:
==«p diperhatikan
}) dipedomani dan/atau diacu

== dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun
2020

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada
akhirnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

menjabarkan rencana Program/kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai dengan
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tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan

Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang

komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan

mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika,

bidang persandian serta bidang statistik.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a)

b)

d)

g)

h)

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan
informatika, bidang persandian serta bidang statistik;

pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik
berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,;

pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja
lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian serta bidang statistik;

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program
pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian serta bidang statistik;

pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta
aplikasi informatika;

pengelolaan dan pengembangan e-government dan smartcity;
pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan
bidang komunikasi dan informatika;

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan

informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
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j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :
1. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Statistik Dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari :
a. Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
3. Bidang Aplikasi Informatika dan persandian, terdiri dari :
a. Seksi Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
Persandian dan Keamanan informasi;
b. Seksi Aplikasi dan database;
c. Seksi Tata Kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi

dan komunikasi (TIK).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
lhdonesia Nomor 4700) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10.

11.

12.

13.

13.

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 nomor 182);



14.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang
Komunikasi dan Informatika;

Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
rencana kerja pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis



Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

27.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;

28.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam
perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan
anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.
1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, Kkegiatan dan
subkegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 berdasarkan
hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan
subkegiatan tahun 2023;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 pada tahun ke-
1 (ke-satu) periode tahun 2024; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program

dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017, disajikan sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.
BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan

dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Kominfo
Kabupaten Nganjuk;
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024
3.4. Rencanan Kerja dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Perubahan Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi

untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika melalui capain kinerja program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026, untuk mengetahui:

1.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan/subkegiatan;

Implikasi  yang kemungkinan berdampak pada target capaian

program/kegiatan/subkegiatan Renstra ; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Dinas Kominfo

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024
dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran
2024, serta pencapaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:



Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2024

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Target
Renstra pada o ) o Realisasi Kinerja Pada Triwulan e ) Realisasi Kinerja
Tahun 2024 Realisasi Capaian | TargetKinerja Realisasi Capaian Caaian RPUMD s/d ahun unit Peranakat
. Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Kinerja Renstra RKPD Tahun Kinerja RKPD yang |, . .p . Tingkat Capaian Kinerja g
No. Sasaran Program/Kegiatan . s/d tahun . . . Kinerja RKPD | 2024 (Akhir Tahun o Daerah
(Output)/ Subkegiatan (output) s.d. RKPD Tahun berjalan yg Dievaluasi (2024) RPJMD s/d Tahun 2023 (%) )
2026 . ) | I Th 2024 (%) |Pelaksanaan RKPD Penanggunjawab
) Lalu (2023) dievaluasi (2024) S/ID TRBII
(Periode Tahun 2023)
Renstra)
K K K K K K K K K Rp
Urusan : Wajib Bukan Pelayanan dasar
Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
1 |Terselenggaranya
99 4 . Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 83 81 88,61 83 86 106% 78 94% 31%
layanan SPBE Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
daerah yang g Nilai AKIP Perangkat Daerah 91 81
optimal
Perencanaan, penganggaran dan Jumlah Dok Per [ an dan
. ) ) 90 Dokumen 68 Dokumen 69 Dok 5 Dok 1 dok 6 Dokumen 9% 73 Dokumen 81% 66%
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi perangkat daerah yang di susun
Peny usunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 33% 4 Dokumen 44% 58%
Perangkat Daerah
Koordinasi dan P Dok RKA- | Jumlah Dok RKA-SKPD dan L Hasil Koordinasi
oordinasi dan Peny usunan Dokumen umla umen lan Laporan Hasil Koordinasi 90 Dokumen 51 Dokumen 30 Dokumen B B 0% 51 Dokumen 579 3%
SKPD Peny usunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan P Dok Jumlah Doki Perubahan RKA-SKPD dan L. Hasil
oordinasi dan Peny usunan Dokumen um'fx umen Perubahan an Laporan Hasil | - 0 32 Dokumen 30 Dokumen B B 0% 32 Dokumen 6% 19%
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Peny usunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Peny usunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja [ Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny usunan 18 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 33% 8 Laporan 44% 292%
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan |khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi perangkat Daerah
. 189 Dokumen 73 Dokumen 63 Dokumen 2 Dokumen 10 Dok 12 Dokumen 19% 85 Dokumen 45% 38%
Daerah yang di susun
Peny ediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang 22 ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 100% 22 ASN 92% 38%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi 135 Dok 45 Dok 9 dok % 0% 5%
[Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD oxumen ) oxumen ) oxumen ) ° ’ ’
. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Peny usunan [aporan Hasil Koordinasi P L. K Akhil 3L 1L 1L 1L 1L 100% 2L 67% 73%
rdin: n nan ran ngan r ran ran ran ran ran ran
keuangan akhir tahun SKPD Ta:l ;(:(P:Dam eny usunan Laporan Keuangal i aporal aporal aporal apora apora b apora b o
ahun
Koordinasi dan Peny usunan laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/Semesteran
keuangan bulanan/triw ulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny usunan Laporan 39 Laporan 1 Laporan 13 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 46% 1 Laporan 3% 26%
SKPD Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD
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Administrasi Kepegawaian Perangkat

Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian

) 65 Dokumen 22 Dokumen 25 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 8% 23 Dokumen 35% 1%
Daerah perangkat Daerah yang di susun
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut o .
Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 24 Paket - - - 0% 0%
Kelengkapanny a
Pendidikan dan pelatihan pegaw ai
berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 20 20 200 20 10 20 100% 20 100% 50%
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan rang rang rang orang orang orang b orang b b
o Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1500 Orang - - - - 0%
undangan
. . Jumlah Laporan administrasi umum yang » .
Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan 36 Laporan 12 Fasilitas 12 laporan 3 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 50% 17 Fasilitasi 47% 27%
Peny ediaan ki instalasi Jumlah Paket K Instalasi
renyediaan komponen insialas! umian Feket fomponen nste'as! o 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 Paket 100% 50%
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor y ang Disediakan
Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket
ake - - - -
Kantor Disediakan
Peny ediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket - 1 Paket - 0%
Peny ediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket 1 Paket 4 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50% 3 paket 75% 35%
Peny ediaan barang cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
o 2 paket 1 Paket 2 paket 1 paket 1 paket 2 paket 100% 3 paket 100% 42%
penggandaan Disediakan
Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
o 2736 dokumen 890 Dokumen 1000 dokumen 76 dokumen 300 dokumen 376 dokumen 38% 1266 dokumen 46% 30%
perundang-undangan Undangan y ang Disediakan
Peny elenggaraan Rapat koordinasi Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan 601 2L 01 7L 0L 7L 57 6L 7% 28
konsultasi SKPD Konsultasi SKPD aporan aporan aporan aporan aporan aporan b aporan b o
Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat o
Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 900 dokumen 1500 Dokumen 300 dokumen - 50 dokumen 50 dokumen 17% 1550 Dokumen 100% 20%
P B ilik h
engadaan Barang milik daera Jumlah barang milik daerah yang di adakan 121 buah 2 Unit 26 Buah 24 Buah 24 Buah 1 26 Buah 21% 10%
P jang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas [Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 Unit %
- - - - - o
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 2 Laporan 15 Unit 10 Unit 4 unit 14 Unit 93% 16 Unit 100% 48%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan ) .
Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jasa 3 Jasa 4 Jasa 1Jasa 1Jasa 2Jasa 50% 5 Jasa 100% 37%
Peny ediaan jasa surat meny urat Jumlah Laporan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat 4 laporan 4 Laporan 4 laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 50% 6 Laporan 100% 43%
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber daya [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
. Y I, . ! unikast, su Y ! . P . veds o unikast, su 12 laporan 12 Laporan 12 laporan 3 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 50% 18 Laporan 100% 37%
air dan listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
, Jumlah Laporan Peny ediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Peny ediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 2 laporan 12 Laporan 4 laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 50% 14 Laporan 100% 39%

yang Disediakan

11




Pemeliharaan Barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah yang terpelihara

62 Unit 17 Unit 42 unit 10 Unit 12 Unit 22 Unit 52% 39 Unit 63% 48%
Peny ediaan Jasa Pemeliharaan, biaya
Y R ! K ' . d Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang . . . i i .
pemeliharaan, pajak, dan perizinan o i . . 10 unit 10 Unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 100% 20 unit 100% 53%
: X Dipelihara dan Dibay arkan Pajak dan Perizinannya
kendaraan dinas operasional lapangan.
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 unit 5 Unit 5 unit - - 0% 5 Unit 100% 203%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. [Jumlah peralatan dan mesin lainny a y ang terpelihara 25 unit 5 Unit 25 unit 5 Unit 10 unit 15 Unit 60% 20 Unit 80% 43%
Pemelih /rehabilitasi/ gedung kantor dan [Jumlah Gedung Kantor dan B Lai
emeliharaanirenabilfasti gecung fanfor dan | Jumian ecung #anfor dan Sangunan ainnya yang 2 unit 2 unit 2 unit 1 Unit I unit 2 Unit 100% 4 Unit 100% 31%
bangunan lainny a Dipelihara/Direhabilitasi
P t dia di inasi inf i publik
; resentase media diseminasi informasi publik yang 100% 359 104% 16% 27%
Program Pengelolaan Informasi dan |tersedia
Komunikasi Publik T f f
Skor keterbuk fi blik Kab! t
or.eer ukaan informasi publik Kabupaten 00 60 0,09%
Nganjuk
Jumlah media diseminasi informasi publik - 7 Media Informasi - - 0% 7 Media Informasi
Jumlah perangkat daerah berpredikat "informatif" 10 - 3PD 3PD 3PD 3PD 100% 3 100% 27%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah daerah Jumlah KIM berpredikat "aktif" 15 KIM - 5 KIM 5 KIM 5 KIM 5KIM 100% 5KIM
Kabupaten/kota
Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif 52 PD - 10 PD 10 PD 10 PD 10 PD 100% 10 PD
Persentase pengadaan masyarakat yang terespon tepat
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 1
waktu
X o . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media
Pengelolaan Media Komunikasi Publik Komunikasi Publik 3 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 5 dokumen 167% 28%
Pelay anan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 3 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 5 dokumen 167% 45%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan| 3 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0% 4 dokumen 133% 6%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
terhubung dengan akses internet yang disediakan - 100% #DIV/0!
oleh Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika P t 1 blik disel k:
ersen ase. anyanan !.)u i y.ang iselengarakan ) 100% 4DIV/0!
secara online dan terintegrasi
Nilai aspek TIK 3,50 2,00 114% 17%
Pengelolaan nama Domain yang telah di
tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub |Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra A 114% 3 e &% 115% 115% 19%
Domain di Lingkup Pemerintah daerah |Pemerintah Daerah : : : : ’ :
Kabupaten/kota
Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengaw asan Nama
Pelaksanaan dan Pengawasan Nama K X . X
Domain dan Sub Domain dalam Peny elenggaraan 36 Dokumen 1 Kali 12 dokumen - 0% 1 kali 3% 42%

Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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Peny elenggaraan sistem jaringan intra

K Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1 Unit 1 sistem 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 2 Unit 200% 19%
pemerintah Daerah
Jumlah aplikasi pengelolaan e-government yan
. > i 9 PR - 61 Aplikasi - - - 0% 61 Aplikasi
tersedia
Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE 3 - 2 1 13%
Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah daerah Kabupaten/kota
Tingkat kematangan layanan pusat data 3 - 2
Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK 3 - 2
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan . i i . . i . ) .
Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah y ang Dikelola 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 200% 13%
Koordinasi dan sinkronisasi sistem
) X 1 Dokumen - - 0% 1 Dokumen 0%
keamanan informasi
Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis
Pemerintahan berbasis elektronik. Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis 12 unit 3 Aplikasi 4 Unit 1 Unit 1 Unit 25% 4 Unit 339 19%
Elektronik y ang Dikembangkan
Pengembangan dan pengelolaan ekosistem
Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas. Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan 3 dokumen 2 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 dokumen 100% 28%
Sesuai dengan Masterplan Smart City
Pengembangan dan pengelolaan sumber
day a teknologi informasi dan komunikasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan
pemerintah daerah. Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 3 dokumen 12 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 13 dokumen 433% 8%
Komunikasi Pemerintah Daerah
Program Penyelenggaraan Statistik L
Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka 3 90% 2 - - - 0% 90% 90% 57%
sektoral
RO EGTERAEE SERE RN |l o e et et ppmg elaeRTan 3 Buku 270 dataset 1 Buku - - 0% 270 dataset 100% 57%
lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi,
pengolahan analisis dan Diseminasi data Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 3 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 Dokumen 0% 57%
statistik sektoral. Statistik Sektoral
89% 100% 87% 100% 100% 100% 115% 14%
. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan
Program Penyelenggaraan Persandian .. . ) K
it - i prinsip sistem manajemen keamanan informasi
CIELS A ER R (e (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah
Penyelenggaraan Persandian untuk
yelendg ) ) ! u Y Nilai tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan
pengamanan informasi Pemerintah SPBE 3 1 Buah 2 1 1 50% 2 67% 14%
Daerah Kabupaten/kota
36 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 50% 4 Laporan 1% 14%

Pelaksanaan Keamanan Informasi
pemerintah an daerah Kabupaten/kota
berbasis elektronik dan non elekironik

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

Pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target
kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

1 291 % Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2024 hasil yang dicapai sebesar 34,29%
dengan kreteria Sedang. Dari Program/kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024

sampai dengan tribulan II yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisi Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
Penganggaran sampai dengan tribulan II tahun 2024

S S N NS A Capaian Kinerja Predikat

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 106% Sangat Tinggi

Kabupaten /Kota

Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang Diambil
Target Renstra PD

Dinas Kominfo berupaya Meningkatkan pelayanan

memberikan pelayanan di Target Renstra PD | melalui peningkatan

bidang komunikasi dan sudah tercapai fasilitas Teknologi

informatika secara baik Informasi dan Komunikasi

Program Informasi dan

Konf'glunikasi Publik Uk Sl Rendel

Faktor Penyebab el el lNSdsere ey Kebijakan Yang Diambil
Target Renstra PD

Skor keterbukaan informasi | Target Renstra PD | Meningkatkan kegiatan

publik  Kabupaten Nganjuk | belum tercapai informasi dan komunikasi

belum dinilai, dikarenakan melalui media yang

masih dalam tahapan monev. populer di Kabupaten

Nganjuk

Program Pengelolaan Aplikasi

dangInformatilga P 125% Sangat Rendah

Faktor Penyebab ’II‘r;lféﬁaSel:ns t;I‘;lial’]l;dap Kebijakan Yang Diambil

Meningkatnya kebutuhan akan | Target Renstra PD | Meningkatkan kuantitas

digitalisasi di semua bidang | sudah tercapai dan kualitas aplikasi serta
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pelayanan Pemerintah. infrastruktur
pendukungnya.
Program Penyelenggaraan G
Statistik Sektoral Uk St Nerdaly
Implikasi  Terhadap s . .
Faktor Penyebab
y Tateet RenstralPD Kebijakan Yang Diambil
Belum di laksanakan penilaian | Target Renstra PD | Melaksanakan
untuk Nilai tingkat kematangan | belum tercapai pengumpulan data melalui
layanan data terbuka. data base satu data
Program Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan . .
Informasi 115% Sangat Tinggi
Implikasi  Terhadap s . .
Faktor Penyebab
y Target Renstra PD Kebijakan Yang Diambil
Tata laksana  pengamanan | Target Renstra PD | Meningkatkan sarana
informasi sudah dilaksanakan | sudah tercapai prasarana keamanan
namun tahun ini  belum informasi.

diketahui apakah terjadi hack
pada aplikasi yang ada.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam

tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indit=tor Blierjz semsi fus=ms Rezfzsi
No (e Tare=t SPM |Tar=t KK
015 200 | 2001 207 | 2103 XN | XN [ XN xn 203 X
112 3 4 5 L] 7 8 E 10 11 12 13 14 15
L Tt i i S | Cwop |Bak(l&[Bai(l & Er’f:. Cuoup Belx | Cwoop | Cuwomp |SsnsmtBel .
MikiIndelcs 5 : p - 23, - : - s o
e nraslniag <n | <9 [ g | @1 | @y | @1 | i sy |
2o e e - She e | -
o 3% e - 1 1 T -
4 - - - 10Fs 10Fs - & 1oFa 1oFa
- - - e | Wt - e 1% 1
- - - 1 l - T ] ]
- - - & 8 - 1% 1% 125%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian target pada
kondisi (2023):

1. Sasaran yang realisasinya melampaui target:
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- Persentase Perangkat Daerah berpredikat “ Menuju Informatif ” dalam
Keterbukaan Informatif Publik (capaian 360%). Faktor yang
berpengaruh:

a. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
(Website Perangkat Daerah dan Website Desa yang digunakan untuk
keterbukaan informasi publik);

b. Tersedianya Website PPID untuk masing-masing Perangkat Daerah;

c. Tenaga Non ASN terlatih yang bisa meliput dan menyiarkan berita

Pembangunan Daerah.

- Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit 80% dari
Jumlah Metadata secara Berkala (capaian 125%). Faktor yang
berpengaruh dalam mendukung keberhasilan tercapainya kinerja ini
adalah Adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data
Indonesia.

2. Nilai Indeks SPBE (capaian 103%).
Faktor yang berpengaruh:
1) Kebijakan SPBE ada perbaikan, yakni:
a) Adanya perbaikan regulasi SPBE;
b) Perbaikan mekanisme evaluasi regulasi SPBE
2) Tata Kelola SPBE ada perbaikan, yakni:
a) Peningkatan tata kelola SPBE sesuai dengan manajemen ISO
27000;
3) Manajemen SPBE ada perbaikan, yakni:
a) Manajemen resiko, manajemen data, manajemen layanan SPBE;
b) Audit TIK menyeluruh ke semua Perangkat Daerah;
c) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Keahlian;
4) Layanan SPBE ada perbaikan, yakni:
a) Aplikasi Aset;
b) Aplikasi Kepegawaian;
c) Aplikasi Pengawasan,;
d) Aplikasi Akuntabilitas;
e) Aplikasi JDIH;
f) Aplikasi Data Terbuka.

Untuk Kondisi tahun 2023 dari 4 indikator sasaran terdapat 4 indikator
yang mencapai target yaitu :
1. Indikator Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi
Kabupaten Nganjuk dengan target 100% realisasi sebesar 100%;
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan
yang handal dan aman dengan target 100% realisasinya sebesar 100%;

3. Indikator Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif’ dalam
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keterbukaan Informasi Publik dengan target 25% realisasinya sebesar
90%;
4. Indikator Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit

80% dari Jumlah Metadata secara Berkala realisasinya 100%.

Data capaian kinerja sebagaimana tabel 2.2.1 di atas diperoleh dari
sumber:

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan
oleh Kementerian PAN RB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;

2. Data Presentase aplikasi e-governmant yang terhubung dengan jaringan
dan data Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi
diperoleh dari Laporan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;

3. Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif® dalam keterbukaan
informasi publik, Persentase OPD yang melakukan update data paling
sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala diperoleh dari Laporan

Bidang Statistik Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik;

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Komuikasi dan Informatika
Kondisi
kinerja Target Realiasi
No. Indikator Pehitungan |pada awal
periode 2024 2024
Renstra
2022 TWI | TWII | TWI | TWII
Persentase
penerapan Hasil
Kampung evaluasi
1 Digital Anjuk KAMPUNG N/A 7% 7% - 7%
Ladang DIAL
(KAMPUNG
DIAL)

Dalam rangka mendorong percepatan capaian tujuan dan sasaran,
Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan KAMPUNG DIGITAL
ANJUK LADANG (KAMPUNG DIAL) sebagai proyek Prioritas 2024-2026.

KAMPUNG DIAL adalah layanan terpadu dan berbasis elektronik di
bidang pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pembentukan KAMPUNG DIAL bertujuan untuk:

1) Pelayanan Membahagiakan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang
berkualitas, terpadu, berbasis elektronik sehingga membahagiakan

masyarakat.
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2) Keluarga Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, yakni mewujudkan kehidupan
keluarga yang sehat, cerdas, mandiri ekonomi, serta sigap melayani
masyarakat rentan.

3) Masyarakat Harmonis, yakni menciptakan rasa aman dan nyaman bagi
masyarakat, terhindar dari konflik dan gangguan kambimas, serta
keluarga yang tangguh dari bencana dan tangguh dari dampak buruk
teknologi dan internet, mampu lmemanfaatkan teknologi dan internet
untuk kesejahteraan keluarga.

4) Pemerintah Terpercaya, yakni membangun pemerintah desa dan
kelurahan yang informatif (terbuka/transparan dalam kebijakan),
responsif (tanggap terhadap keluhan/pengaduan masyarakat), serta
profesional (berpengetahuan, tertib, dan produktif).

5) Masyarakat Partisipatif, yakni meciptakan desa/kelurahan yang
berkarakter gotong royong serta masyarakat yang aktif berpartisipasi

mendukung kelancaran pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan tabel 2.2.2 di atas dapat disimpulkan pencapaian target
untuk Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG
DIAL) sebesar 7% dari target 7% di tribulan II. Tribulan I belum ada
realisasi disebabkan fokus pada penyusunan SK Penyelenggaraan
KAMPUNG DIAL, SK Tim Pelaksana, SK Desa Percontohan serta fokus pada
seleksi fasilitator KAMPUNG DIAL. Perhitungan untuk evaluasi KAMPUNG
DIAL diperoleh dari jumlah Desa/Kelurhan yang menerapkan KAMPUNG
DIAL dibagi dengan jumlah target Desa/Kelurahan.

Daftar Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk
Ladang Kabupaten Nganjuk sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/9/K/411.013/2024. Adapun jumlah Desa dan Kelurahan jyang
ditargetkan sebanyak 20 untuk dijadikan percontohan Kampung Digital

Anjuk Ladang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang
No. KECAMATAN DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN

1 | Bagor Desa Sekarputih

2 | Baron Desa Kemaduh

3 | Berbek Desa Sendangbumen

4 | Gondang Desa Mojoseto

5 | Jatikalen Desa Munung

6 | Kertosono Desa Bangsri

7 | Lengkong Desa Lengkong
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8 | Loceret Desa Tempelwetan
9 | Nganjuk Kelurahan Mangundikaran
10 | Ngetos Desa Kuncir
11 | Ngluyu Desa Sugihwaras
12 | Ngronggot Desa Kalianyar
13 | Pace Desa Mlandangan
14 | Patianrowo Desa Lestari
15 | Prambon Desa Nglawak
16 | Rejoso Desa Talang
17 | Sawahan Desa Sidorejo
18 | Sukomoro Desa Nglundo
19 | Tanjunganom Desa Malangsari
20 | Wilangan Desa Ngadipiro
Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Kunci Dinas Komuikasi dan Informatika
Kondisi
kinerja
No Indikator Kinerja Formulasi pada. awal | Target | Realiasi
’ Kunci Pehitungan periode
Renstra
2022 2024 2024
o Hasil Penilaian
1 Nilai aspek TIK ndeks SPBE 1,75 2,00 -
Nilai tingkat
o kematangan Hasi Penilaian 1 9 )
layanan data | Indeks SPBE
terbuka
Skor keterbukaan | Hasil SAQ evaluasi
3 Informasi Publik | Keterbukaan *51,18 60 -
Kabupaten Nganjuk | Informasi Publik

Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi Kemenpan RB secara berkala

untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95
tahun 2018. Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya
(maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola
SPBE, Domain Manajemen SPBE dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain
yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator dan penilaian dilakukan 1
kali dalam satu tahun.

Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan Undang-undang No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
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di

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Skor KIP dikategorikan

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan
menjadi S5 (lima) kategori yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup
informatif, menuju informatif dan informatif. Penilaian KIP dilakukan melalui
Self Assesment Question atau SAQ oleh masing-masing Perangkat Daerah di

Kabupaten Nganjuk dengan skor atau nilai sampai dengan 100.

Berdasarkan tabel 2.2.3 di atas dapat disimpulkan pencapaian target
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada
realisasi untuk penilaian Indek SPBE dikarenakan penilaian dilakukan satu
tahun sekali oleh Kemenpan RB sedangkan untuk skor KIP belum ada

realisasi dikarenakan masih dalam tahap Monev.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan

Persandian sebagaimana tabel 2.3.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.1

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Lambatnya 1. Belum optimalnya penyediaan |1. Penyediaan jaringan internet belum terintegrasi di
pemanfaatan teknologi| infrastruktur TIK Diskominfo
informasi dan Data dukung: Data dukung:
komunikasi dalam -Persentase  OPD  terlayani - Anggaran internet pada 52 OPD R-APBD 2023: Rp.
. L . 5,3 Milyar
manajemen jaringan fiber optik internet
. . 2. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN
pemerintahan  daerah dedicated pada 2023: 100%

dan pelayanan publik

Data dukung:

b. Capaian Indeks SDM TIK - Tingkat kematangan kebijakan manajemen data 2023:
SPBE Data dukung: 4 (dari optimal 5)
R 2023 3,62 -Jumlah ASN Nganjuk - Tingkat kematangan penerapan manajemen data 2023:
- 20222,18 kualifikasi TIK 2023 : 43 4 (dari optimal 5)
i 2021 2,14 orang - Tingkat kematangan layanan data terbuka 2023: 2
. (dari optimal 5)
- 2020 2,62 3. Dukungan kebijakan belum . . .
4. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik
- 2019 2,22 optimal .
secara optimal
-Perda SPBE: belum tersedia Data dukung:
c. Capaian Indeks -Perda Keterbukaan Informasi - Predikat Keterbukaan Informasi Publik Kab. Nganjuk
KAMI Publik: belum tersedia 2023: Informatif
- 2021 415 5. Penerapan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya
- 2022 446 optimal
- 2023 464 Data dukung:

-Masih adanya daerah blank
spot di Kabupaten Nganjuk 3

2. Terbatasnya jumlah dan mutu

. Belum optimalnya pengelolaan data daerah

Data dukung:
- Anggaran diklat TIK APBD 2023: belum tersedia

Data dukung:

- Skor RB 2022: 72,04

Identifikasi Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

—

Tingginya kebutuhan implementasi transformasi digital.

Tuntutan publik akan keterbukaan informasi.

2
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang valid dan terbarui.
4

Menguatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap
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keamanan informasi.

A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi
dan Informatika

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi
publik;

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pesatnya perkembangan TIK;

Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;

S o

Terbatasnya kualitas SDM dan pemahaman aparatur dan masyarakat
terhadap TIK.
6. Pandemi covid 19 yang menyebabkan perubahan tatanan kehidupan

masyarakat dan menurunnya perekonomian.

Peluang :

1. Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang mendasari regulasi
bidang komunikasi dan informatika;

2. Kepedulian dan dukungan pimpinan terhadap bidang komonikasi dan
informatika;

3. Dukungan pemerintah dan KPK untuk mendorong implementasi e-
government untuk mewujudkan good governance;

4. Adanya perjanjian kerja sama antar daerah untuk implementasi dan
pengembangan e-government;

5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dan informasi;

6. Adanya bantuan dari Kemenkominfo untuk menyusun roadmap

smartcity Kabupaten Nganjuk.

B. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun 2024.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan

kegiatan prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
Optimalisasi Pelaksanaan e-Govermant di Kabupaten Nganjuk;
Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan diadakannya
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan
wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen
penyebarluasan informasi sekaligus sebagai publik relation diwilayahnya;

Pengelolaan website Pemkab Nganjuk;
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Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media
cetak dan media luar ruang;

Melaksanakan layanan pengaduan publik melalui Wadul Bupati dan Lapor
SP4N;

Penyusunan Data Statistik Sektoral yang lebih akurat dan tepat waktu;

Pengamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik.
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Tabel. 2.4.1

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE

URUSAN | BIDANG
URUSAN | PROGRAM /
KEGIATAN ! 5UB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM J
KEGIATAN | 3UB
KEGIATAN

TARGET
ARHIR
PERIODE
RENSTRA
orD

REALISASI
CAPAIAN

TAHUN 2022

CAPALAN
TARGET REN.JA
OPD TAHUN
2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGHA PENDANAAN

TARGET 2024

[PAGU INDIKATIF (Rp)

SERELUM

SESUDAH

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD PERUBAMAN 2024

[10-42)

LOKASI

SUMBER DANA

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2025

TARGET

PAGL INDIKATIF {Rp)

PERANGKAT
DAERAM

[PENANGGUNG
JAWABR

[}

0

n

Fuil

2

26269 573.607.00

23.635.206.045,00

+1.339.507 862,00

2TAB8.812.942,00

25269 572.507.00

23.635.205.045,00

+1.339.507 862,00

27158.812.542 00

218

URLSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKAS]
DAN INFORMATIKA

23728 653.767,00

22 818.106.045,00

A141.726.812,00

26.208.812.542 00

PROGRAM PENUNJANG
URLSAN PEMERINTAHAN

DAERAH
HKABUPATENKOTA

Nilai AKIP Porangkat
Dacrah

81 Nital

B Hilai

6.744 02E #95,00

6.260.812.504,00

E.018.261.104,00

266507047 000

EU011.812.542 00

21601201

Perencanaan,
dan Evaluasi

Jumish Dokumen

Kinerja ﬁerangkatl)::ﬂn

dan Evaiuas Kinena
Perangkat Daerafy

Dokumen

Dalumen

AR 2405 000,00

60.745.500,00

00.745.800,00

32 505 600,00

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung

Meningkatian tata
keiola pemesmtahan
dan pelayanan public

Ekonami Dan
Pelayanan Dasar

dengan

Ieknalogi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemesiniahan
dan pelayanan public
gengan pemanfaatan
Ieknalogi informasi
(e-gov)

Pagawai Diras
Kaminfo

34.000.000,00

DIMAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATIECA

29601 201.0001

iy Dokumen Perencar

Jurmish Dolumen
Perencanaan Peranghat
Daerah

3 Dokusmen

3 Dokumen

B.000.500,80

18.440.000,00

18.440.000,00

12,440,000, 00

Kab. Hganju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DIAMA
TRAMSFER
LIMLIM-DANA
ALOKAS] LIMUM

Memperkuat
Infrastruktur Lintuk
Mendukung

Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekonami Dan
Pelayanan Dasar

dengan

teknalogi informasi
Ie-gov)
Meningkatian tata
kelola pemesmtahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
(e-gov)

10000, 008,00

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA

206012010002

Koardinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumish Dokumen

Dokumen

Dakumen

10.0001000,00

12.3065,000,00

12.308.000,00

230500000

Kab. Nganju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DIAMA,
TRANSFER
UMUM-DOANA
ALOKAS] LIMUM

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung

Meningkatkan tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

dengan

teknalogi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemesiniahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
le-gov)

10.000.000,00

DIMAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA

206012010003

Koordinasi dan Peryusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Diokurmen

Dakumen

10.0001000,00

7.153.000,00

7.153.000,00

23

2 847000 006

Kab. Hganju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DIAMA
TRAMSFER
LIMLIM-DANA
ALOKAS] LIMUM

Memperkuat
Infrastruktur Lintuk
Mendukung

Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekonami Dan
Pelayanan Dasar

dengan

Ieknalogi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemesiniaban
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
Ieknalogi informasi
(e-gov)

10000, 008,00

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA




Z16.01.201.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinesja dan lkhtisar Realisasi Kinera SKPD

Jumish Laparan Capaian Elaporan | &Laposan 22 240.000,00 22047 500,00 42047 800,00 20807 500,00 | Kab. Ngarue, | DANA Mempeckuat Meningkatian tata 4.000.000,00 [ DINAS
Kineria dan (khifsar Reaksasi Samua TRANSFER Infrastruktur Untuk | kelola pemesintahan KOMUMIKAS! DAN
Kinena SKPD dan Laparan Kacamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATIKA
Hasi Kpordinas! Panyusunan Samua KelDesa | ALOKAS! UMUM | Pengemisangan dengan pemanfaatan
Liporan Capaian Kinerja dan Ekonomi Dan tenalogi informasi
htisar Realisas Kin Pelayanan Dasar
KD " ! mkw fata
elola pemesiiahan
dan pefayanan public
dengan pemanfaatan
teknakogi informasi
[egov)
20020 Adminisirasi Keuangan Jurmish doduman 2] 1] 3 52.000.000,00 4 346,116.000,00 3956702 000,00 433 702,000 00 Memperkuat Meningkatian tata | Pegawai Dinas 3523.800.000,00 | DIMAS
Perangkat Daerah adminisirasi keuangan Dokumen | Dokumen Infrastruktur Untuk | kelola pemerintaban | Kaminfo KOMUMIKAS] DAN
Perangkat Daerah yang of Mendukug dan pedayanan public INFORMATECGA.
susun Pengemiangan dengan pemanfaatan
Ekonami [an teknakogi informasi
Pelayanan Dasar B
mingkatian tata
elola pemesiiahan
dan pefayanan public
dengan pemanfaatan
teknialogi informasi
legov]
ZIE01.202.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumish Orang yang 20 | 2 Orangly 3.500.000.000,00 4127853, 000,00 A937.560.000,00 437.560.000,00 | Kab. Ngarjue, | DANA Mempeckuat Meningkatian tata L500.000.000,00 | DINAS
Menerima Gajl dan uan ulan Samua TRANSFER Infrastruktur Untuk | kelola pemesintahan KOMUMIKAS! DAN
Turyargan ASK Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATIA

Samua KelDesa | ALOKAS! UMUM | Pengemisan jan pemanfaatan
Ekonami Dmum mbgl informasi
Pelayanan Dasar | jegov)
Meningkatican tata
elola pemesiiahan
dan pefayanan public
denan pemanfaatan
teknakogi informasi

(o)

L1601 2020003 | Pelaksanaan Penalausafaan dan Penguian®Venfikasi Keuangan SKPD

Jumish Dokumen 45 4 16.000.000,00 11.15.000,00 1.718.000,00 <1.285,.000,00 | Kab. Ngarjie, | DIANA Mempeckuat Meningkatian tata 18.000.000,00 | DINAS
Penatausahaan dan Dokumen | Dakumen Samua TRANSFER Infrastruktur Urfuk | kelola pemermtahan HOMUNIKAS] DN
PengujianVenflcasi Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukumg dan pedayanan public INFORMATECGA
Kieuangan SKPD Samum KelDema | ALOKAS| UMUM | Pengeminangan denan pemanfaatan
Ekonami [an teknakogi informasi
Pelayanan Dasar )

mingkatian tata
elola pemesiiahan
dan pefayanan public
dengan pemanfaatan
el informasi
legov]

216.01.202.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINER.A DAN KERANGKA PENDANAAN Gt L Ll LI
URUSAN | BIDANG NDIKATOR FROGRAM / AKHIR REALIZASI CAPAIAN TAHUN 2025 PERANGHAT
Kooe BN\ PROERARY KEGIATANISUB | periope | CAPAIAN | rupcer pmyys Lt IAFRAN
KEGIATAN | 5UB KEGIATAN RENSTRA | REMJAORD | “oprioiim TARGET 2024 PAGL INDIKATIF {Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
TAN 8D TAHUN 2022 3031 1042 LOKASI SUMBER DAMA TARGET | PAGU INDIKATIF |Rp) JRWAR
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 3 4 & ] 7 ] ] 0 1 12 13 ] 15 18 i ] W | 2
Jumlsh Laparan Keuangan 1Laparan | 1Lapcsan £.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 <£00.000,00 | Kab. Nganjuk, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 5.000.000,00 | DINAS
Afir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER Infrastrukiur Unituk | kelola pemesintahan KOMUNIKAS! DAN
Laporan Hasil Koardinasi Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelaryanan public INFORMATEG
Penyusunan Laporan Semua KelDesa | ALOKAS] UMUM | Pengembangan dengan pemanfaatan
Keuangan Akfir Tahur SKPD) Ekonami Dan tekrialogi informasi
Pelayanan Dasar ﬁ;gw]
ningkatikan tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
(egov)
2160122 0007 dan Lapaoram Ke Bl J Trndanan/ SKPD
Jumish Laparan Keuangan 13 Lagoran | 13 Laparan 3.000.000,00 3.018.000,00 3.010.000,00 18.000,00 | Kab. Mganjuk, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 1.800.000,00 | DINAS
Bulanany' Triwulanan’ Samua TRANSFER Infrastrukiur Urituk | kelola pemesintahan KOMUNIKAS] DAN
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA
Laporan Koardinasi Samua KelDeza | ALORAS] UMUM | Pengemiangan dengan pemanfaatan
Penyusunan Laporan Ekonami Dan tekralogi informasi
Keuangan Bulanar Trwulana Pelayanan Dasar (e-gov)
niSamesteran SKFD Meningkatian tata
kelola pamenntahan
dan pelayanan public
dengan pemantaatan
tekmalogi informasi
(egov)
21801208 Administras Kepegawaian | Jumiah dotumean 2% F-3 12.850.000,00 9.000.000,00 £.000.000,00 «5.650,000,00 Memperkuat Meningkatkan tata | Pegawai Dinas 55.000.000,00 | DINAS
Perangka [ - Dokumen | Dakumen Infrastrukiur Uniuk | kelola pemesintahan | Kominfo KOMUMNIKAZ] DAN
yang disusun Mendukung dan pelayanan public INFORMATEGA
Pengemisan, jan pemanfagtan
Ekonami Danw‘ mhgl informasi
Pelayanan Dasar {e-gov)
Meningkatian tata
kelola pamesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tednalogi informasi
(egov)
216.01.208 0002 pa P Dinas besaria Alribut
Jumiah Paket Pakaian Dinas 24 Paket | 24 Paket 5.550.000,00 0,00 0,00 <5.550.000,00 | Kab. Ngarjus, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 0,00 | DINAS
Beserts Afribut Keiengkapan Samua TRANSFER Infrastrukiur Urtuk | kelola pemesintahan KOMUNIKAS] DAN
Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA
Samua KelDeza | ALOWAS] UMUM | Pengemiangan dengan pemanfaatan
Ekonami Dan tekmalogi informasi
Pelayanan Dasar ;;gw]
ningkatian tata
kelola pamesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tekrialogi informasi
le-gov)
2MEM.2050008 | Py P Pegawai B Tugas dan Fungsi
Jumish Pegawai 20 Orang | 20 Orang B.000,000,00 8.000.000,00 £.000.000,00 0,00 ( Kab. Ngamjui, | DANA Memperkuat Meningkatican tata £.000.000,00 | DINAS
Berdasarkan Tugas dan Semua TRANSFER Infrastrukdur Urtuk | kelola pemesintahan KOMUNIKAS] DAN
Fungsi yang Mengiut Kacamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEGA
Pendidikan dan Pefatfran Semua KellDesa | ALOKASI UMUM | Pengembangan dengan pemanfaatan
Ekonami Dan teknalagi inl
Pelayanan Dasar {e-gov)
Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
(e-gov)
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L1801.208.0010

Sosiaisasi Peraturan Penundang-Undangan

Jumiat ran
gt Soieas
Peratuan
Perundang-Lindangan

100 Orang

0,00

0,00

.00

(il

Semia
Kalaab,

Kscamatan,
Samua KelDesa

DBH CLEA
HASIL
TEMBAKAL
(CHT}

Meningkatian tata
kelola pemertahan
i pelayanan public
dengan pemanfaatan
Imkralogi informasi

L:!W]

ningkatian tata
kelola pemesmiaban
dan pelayanan public
cengan pemanfaatan
teknalagi informasi
(eqm)

150.000.000,00

DINAS
KOMUNIEAS] DAN
INFORMATIA

L1B01.206

Admiristrasi Umum
Perangkat Dasrah

Jumish Laparan adminisras
umum yang diiaksanakan

12 Laparan

12Laparan

i 352 550,00

438,558 400,00

£23.598.300,00

135045780, 00

Mempertuat
Infrastrukur Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonemi Dan
Pelayanan Dasar

Meningkatian tata
kelola pemestahan
an pelayanan public
dengan pemanfaatan
Ieralogi informasi

g
ninghatkan tata

elola pemerntahan
an pelayanan public
cenyan pemanfaatan
Imkralogi informasi
(eqm)

Pegawai Dinas
Kaminfo

70384200

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATIA

21801.206.0001

PPenyediaan Komponen insialas ListrisPenerangan Bangunan Kanior

Jurmish Paket Komponen
Instalas ListritPanerangan
Bangunan Kanir yang
Disciakan

1 Pakat

1 Paket

£000.000,00

12.067.080,00

12.067.050,00

.67 080,00

Kab. Ngarjui,
Samia
Kecamatan,
Samua KelDesa

Dkt
TRANSFER
LIMUB-DANA,
ALOKAS! UMLM

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung
Pengemzangan
Ehonemi Dan
Pefayanan Dasar

Meningkatian tata
kelala pemesttaban
i pelayanan public
cenyan pemanfaatan
teknalagi informasi
feq)
Meningkatian tata
elola pemerntahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
Ieralogi informasi
(eqm)

.000.000,00

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA

218:01.206.0003

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumish Paket Paralatan
Rumah Tangga yang
Disacliakan

1 Pakat

1 Paket

2000.000,00

Z2.018:400,00

22.018.500,00

20,018 800,00

Kab. Ngarjuk,
Samua

Kacamatan,
Samua KelDesa

Dkt
TRAMSFER
LIMUKH-DANA,
ALOKAS! UMLM

Memperkuat
Infrastruktur Urtuk
Mendukumy
Pengembangan
Ekanemi Dan
Pefayanan Dasar

Meningkatian tata
felala pemesitaban
dan pelajanan public
cengan pemanfaatan
teknalagi informasi

L:?W]

ninghatkan tata
kelola pemestahan
tan pelayanan publis
dengan pemanfaatan
teknalagi informasi
(o)

0.00

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATIA

21601206, 0004

Penyeciaan Bahan Logistis Kanior
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAR | BIDANG OKATOR PROGRAN | rm:r REALISASI pmﬂ CAPAIAN KINER.A DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2028 PERANGKAT
Kobe LRI PROERANY KEGUTAN/SUB | periope | CAPAAN | rypeerpenis Leb i IAERAN
KEGIATAN | SUB KEGIATAN RENSTRA | REMJADPD | “anp vy TARGET 2024 PAGU INDIKATIF {Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
oeD TAHUN 2022 ey 1042) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF {Rp) JAAR
SEBELUM | SESUDAH REPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 3 4 H ] T 8 ] 10 n 12 13 14 18 18 7 i} ] 2 2
Jurnish Paket Batan Logistik 4 Paket 4 Paket 50,000 000,50 127 16,000,080 162.816.300,00 62 B16.300,00 | Kab. Ngarjuk, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 9141284200 | DINAS
Kaniar pang Dissdiakan Semua TRANZFER Infrastrukiur Uniuk | kelola pemesintahan KOMUMIKAZ] DAN
Kzcamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan peiayanan publis INFORMATECA
Semua KellDesa | ALOKAS| UMUS | Pengemisangan dengan pemanfaaian
Ekorami Dan tekmalogi informasi
Pelayanan Dasar E;gﬂ']
ningkatian tata
kelola pemenintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaaian
tekmalogi informasi
(egov)
216012060008 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jurnish Paket Barang 2Paket 2 Paket 16.000.000,00 13.867.500,00 13.857.800,00 «L142.500,00 | Kab. Mgarjue, | DWANA Memperkuat Meningkatian tata 16.200.000,00 | DINAS
Cafafan dan Penggandaan Semua TRANSFER Infrastruktur Uriuk | kelola pemeriniahan HOMUNIKAS] DN
yaryg Diseciakan Kzcamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan publis INFORMATECA
Semua KellDesa | ALOKAS| UMUS | Pengemisangan dengan pemanfaaian
Ekorami Dan tekmalogi informasi
Pelayanan Dasar (e-gov)
Meningkatican tata
kelola psmarintahan
dan pelaryanan public
dengan pemanfaatan
tekmalogi informasi
(o)
29601.206.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jurnish Dokumen Bafan 1000 1000 7000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 | Kab. Mganjus, | DANA Memperkuat Meningkatian tata £.000.000,00 | DINAS
Bacaan dan Peratuan Dokumen | Dokumen Samua TRANSFER Infrastruktur Untuk | kelola pemesintahan KOMUNIKAS] DvN
Peyundang-Lindangan yang Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dian pelayanan public INFORMATRCA
Disediakan Samua KelDesa | ALOKAS| UMUS | Pengemizangan dengan pemanfaatan
Ekorami Dan tekmalogi informassi
Pelayanan Dasar ;;gw]
ningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelaryanan public
dengan pemanfaatan
bekmalogi informasi
{egm)
216012060008 | Penyelenggaraan Ragal Koordnas dan Kansultasi SKPD
Jurnish Laparan 30 Laporan | 30 Laparan 250 D80 H00, 50 8,146,000, 00 309146 000,00 41205 000,00 | Kab. Ngamyuk, [sF1TY Memperkuat Meningkatian tata 250.000.000,00 | DIMNAS
Penyslanggaraan Rapat Semua TRANZFER Infrastrukiur Uniuk | kelola pemesintahan KOMUMNIKAZ] DAN
Koordinas! dan Konsuitasi Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelaryanan public INFORMATEGA
SKPD Semua KellDesa | ALOKAS| UMUM | Pengemisangan dengan pemanfaatan
Ekorami Dan tekmalogi informasi
Pelayanan Dasar {eegov)
Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaaian
tekmalogi informasi
(egov)
216012060010 | Penatausahaan Arsip Diramis pada SKPD
Jurnish Dokumen 00 00 7082 550,00 7.002.550,00 7.092.550,00 0,00 | Kab. Mganjus, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 7.200.000,00 | DINAS
Penatausahaan Arsp Dokumen | Dakumen Semua TRANSFER Infrastruktur Untuk | kelola pemerintahan HOMUNIKAS] DN
Dinamis pada SKPD Kzcamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan publis INFORMATECA
Semua KellDesa | ALOKAS| UMUS | Pengemisangan dengan pemanfaaian
Ekorami Dan tekmalogi informasi
Pelayanan Dasar (e-gov)
Meningkatican tata
kelola psmarintahan
dan pelaryanan public
dengan pemanfaatan
bekmalogi informasi
(o)
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216012060010

Penatausabaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dokuman

Dakumen

T 082 550,00

7 .082.550,00

7082 550,00

Kab. Ngarjuk,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKAS] LU

Memperkuat
Infrastruktur Urtuk
Mendukurg

Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekonaeni Dan
Pelayanan Dasar

dengan "
tekmalogi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pamesintahan
dan pedayanan publis
dengan pemanfaatan
tekmalogi informasi
(egov)

.200.000,00

DIMAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA

21601207

Pengadaan Barang Milk Jurmish Barang mikk dearah
Daerah Peranjang Urusan | penunjang wrusan

[Pemerintah Dasrah cemerintah dagrah yang
diadakan

2 Buah

2 Buah

98 670 218,00

311.717.304,00

320,587 204,00

518.T82.511,00

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukurg

Meningk atican tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekoniomi Dan
Pelayanan Dasar

dengan 1
tekmalogi informasi
e

ningkatkan tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tekmalog informasi
(e-gov)

Pegawai Diras
Kaminfo

1.195.000.000,00

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATEA

216012070001

Pengadaan Kendaraan Pervangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumiah Unit Kandarsan
Percrangan Dinas atsy
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

2 Unit

2 Unit

Ti4 001 325,00

0,00

[ikil]

<Fi4 001,325, 00

Kab. Ngarjuk,
Semua

Kecamatan,
Semua KelDesa

TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKAS] LU

Memperkuat
Infrastruktur Urtuk
Eeﬂdl.kmg

Meningkatkan tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan 1

Ekorsami Dan
Pelayanan Dasar

tekmalogi informasi
(egov)
Meningk atican tata

1.000.000.000,00

DINAS
KOMUNIKAS] DAN
INFORMATEA

21601207, 0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumish Unk Peraistar dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

15 Linit

15 Unit

152,668 450,00

317,304, 00

20, 857.204,00

168.218.414,00

Wab. Nganju,
Semua

Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOEAS] LML

Memperkuat
Infrastruktur Lintuk
Mendukurg

Meningkatican tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekorwemi Dan
Pelayanan Dasar

dengan 1
tekmalog informasi
(e-gov)
Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tekmalog informasi
(e-gov)

188.000.000,00

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATEA

21601208

Penyediaan Jasa Penu Jumiah i
Urusan Pemesintahan e urusan m%

Daerah yang tersedia

4 Jasa

4 Jasa

476 676 000,00

41 BT6.000,00

4E1.676.000,00

=14.700.000,00

Memperkuat
Infrastruktur Lntuk
Mendukurg

Meningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public

Ekoniomi Dan
Pelayanan Dasar

dengan 1
tekmalogi informasi
et

ningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan permanfaatan
tekmalogi informasi
(egov)

Pegawai Dinas
Kaminfo

526.500.000,00

DINAS
KOMUNIKAZI DAN
INFORMATEA

216012080001

Penyediaan Jasa Surat Memyurat
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINER.JA DAN KERANGKA PENDANAAN ERAKMANM MRS} RESCANA
URUSAN | BIDANG HDIKATOR PROGRAM | AKHR | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025 PERANGKAT
Kooe RN PROERANY KEGTNiSUB | pemope | SAPAAN | yupesypenss Ll AR
KEGIATAN | 5B KEBIATAN rEnatra | REMJAOPD | " anniin TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIDRITAS SASARAN [PENANGGUNG
KEGIATAN aen TAHUN 2022 11 g (1042) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH REPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 3 4 ] [ 7 ] g 0] 1 12 1 ] 18 18 17 ] 1] il il
<Jurmish Laparan Penyediaan 4Laporan | 4 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 | Kab. Mganju, DANA Mesmperkuat Meningkatian tata 1.500,000,00 | DINAS
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER Infrastrukiur Uniuk | kelola pemeriniaban KOMUNIKAS] DAN
Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA
Samua KellDasa | ALOKAS! UMUM | Per i dangan
Ekonomi Dan Ieknalog informasi
Pelayanan Dasar ;;gw]
ningkatian tata
kelola pemenniahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
Iekralogi informasi
(egv)
L1601 2000002 | Penyedaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listri
Jumiah Laparan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 4050.000.000,00 55, 80000000 356, 800.000,00 43.200.000,00 | Kab. Ngarpus, | DANA Memperkuat Meningkatian fata 450.000.000,00 | DINAS
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Infrastruktur Untuk | kelola pemesintahan KOMUNIKASI DAN
Daya Ar dan Lisink yang Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukurg dan pelayanan public INFORMATEA
Disediakan Semua KelDesa | ALOKAS! UMUM | Pengembangan dengan pemanfzatan
Ekonomi Dan tesnalogi informasi
Pelayaran Dasar ie-gov)
Meningkathan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tesnalogi informasi
(egov)
216012080004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Urum Kanior
Jumish Laparan Penyediaan 4Laporan | 4 Laporan T6.075.000,00 103.575,000,00 103.575.000,00 20.500.000,00 | Kab. Ngarjuk, | DANA Memperkuat Maningkatian tata 76.000.000,00  DINAS
Jasa Pelayanan Limum Samua TRANSFER Infrastrukiur Urituk | kelola pamesintahan KOMUNIKAS] DAN
Kantar yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelryanan public INFORMATEA
Samua KellDasa | ALOKAS! UMUM | Per 5 dangan
Ekoreomi Dan Ieknalog informasi
Pelayanan Dasar ?;gw]
ningkatian tata
kelola pemenniahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalog informasi
(egov)
L6020 Pemeliharaan Barang Milk | Jumiah barang milk dasrah 42 Umit 42 Unit 35783813000 B72.454.800.00 G67.043.000,00 5. 203.870,00 Memperkuat Meningkatkan fata | Pegawai Dinas 295.000.000,00 | DINAS
Daerah Perwmnjang Urusan | penunjang urusan Infrastrukiur Uniuk | kelola pemesiniaban | Kominio KOMUNIKAZ] DAN
Dagsah taf daerah yang Mendukung dan pelayanan public INFORMATECA
ferpekhara Per dengan
Ekonomi Dan tesnalogi informasi
Pelayaran Dasar ;:;w]
ningkatkan tata
kelola pemesintahan
can pelayanan public
dengan pemanfaalan
tesnalogi informasi
legm)
216012090002 | Penyediaan Jasa Pemelibaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atay Lapangan
Jumish Kendaraan Dinas 100 Uimit 10 Uinit 174:868 000,00 E0.816.100,00 A90.819.200,00 136.620.200,00 | Kab. Mganjuk, | DANA Memperkuat Maningkatian tata 180.000.000,00 | DINAS
Operasional staw Lapangan Samua TRANSFER Infrastrukiur Uriuk kelola pemeriniahan KOMUNIKAS! DAN
yang Dipedfiara dan Hecamatan, UBLM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATECG,
cibayarkan Pajak dan Semua KeliDesa | ALOKAS! LIMUM | Per > dengan
Perizinannya Ekorami Dan Ienalogi informasi
Pelayanan Dasar Tegov)
Meningkatian tata
kelola pemenniahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
Iekralogi informasi
(egov)
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L1601, 2080008

Pemaiharaan Meel

Jumish Mebal yang
Dipslibara

& Unit

& Linit

10.000.000,00

12.800.000,00

12.00.000,00

2,800.000,00

Kab. Ngarjui,
Samua

Kecamatan,
Semua KelDesa

DAl
TRANSFER
UIMUDANA
ALCHAS] UMUM

Memperkuat
Infrastruktur Unfuk
Mendukung

Ieningkatian tata
kelola pemesintahan

dan pedayanan public

Ekormi Dan
Pelayanan Dasar

tengan emaiua
tekvlog mormasi

g

mingkatian tata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public
dengan pemanfaatan
teknialogi informasi
leg)

000

DIMAS
HOMUNIKAS DAN
INFORMATEA

L1601, 208, 0006

Pemaiharaan Peralatan dan Mesin Larmya

Jumish Peralatan dan besin
Lainnya yang Dipeihara

25 Uit

& Unit

12.070.000,00

24 520,000,00

43.100.000,00

30,080, 000,00

Kab. Ngarjui,
Samua

Kecamatan,
Semua KelDesa

DA
TRANSFER
LML DANA
ALCHAS] UMUM

Memperkuat
Infrastruktur Unfuk
Mendukung

Meningkatian tata

kelola pemesiniahan

dan pedayanan public
- faat

Ekormi Dan
Pelayanan Dasar

tekrialogi informasi
(eq)
Meningkatian tata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public
dengan pemanfaatan
tekrialogi informasi
feqm)

16.000.000,00

DIMAS
HOMUNIKAS DAN
INFORMATEA

L1601, 2080008

Pemaiharaan/Rehabiitasi Gadung Kandor dan Bangunan Lain

na

Jumiah Gadung Kantor dan

Bangurian Lainnya yang
DipalibaraDirehabirasi

2 Unit

2Unit

164.770.130,00

400,223 40 00

300223, 100,00

140.450.670,00

Kab. Ngarjui,
Samua

Kecamatan,
Semua KelDesa

DA
TRANSFER
LML DANA
ALCHAS| UMUM

Memperkuat
Infrastruktur Unfuk
Mendukung

Meningkatian tata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public

Ekormi Dan
Pelayanan Dasar

dengan fat
teknialogi informasi
(eg)
Meningkatian tata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
feqm)

100.000.000,00

DIMAS
HOMUNIKAS DAN
INFORMATEA

FALLH

PROGRAM Shor keterbukaan
PENGELOLAAN Informasi Publik
INFO N ¥ L
KOMUNIKAS] PUBLIK

2179.953.400,00

1.570.841.000,00

2245.810.800,00

117.000.600,00

1.257.000.000,00

FRLARL]

Pengelolaan Informasi dan | Jumiah Ki bempredikat
omunicasi Publk Ll

Pemeriniah Daerah Jumish PL) dengan Madia
Kabupalen'Kota Komunikasi yang aktif
Jumish Peranglat Dasrh
berpredikat ‘informati®™
Persantase pengacuan
masyarkal yang ferespan
fepat wakiy

100 %
10PD
iPD
BEIM

100 %
10PD

BEM

2179.958.400 00

1.870.811.000,00

2245 810.800,00

G5.811.400,00

Infrastruktur Unfuk
Mendukung

Jebeninghatkan lata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public

i

Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

dengan
tekrialogi imformasi
(eq0i)
Meningkatian tata
kelola pemesiniahan
dan pedayanan public
dengan pemanfaaian
tekrialogi informasi
(eqoi)

2267.000.000,00

DIMAS
HOMUNIKAS DAN
INFORMATEA

L1602 2010008

Pengelolaan Media Komunikasi Publik
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAH { BIDANG NDKATOR PROGRAN | '.l.‘l'\'ldﬁ:r REALISASI Pm CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2028 PERANGKAT
KODE URUSAN | FROGRAM | KEGIATAN | SUB BERIODE CAPAIAN TARGET RENA HELOMPOK DAERAH
KEGIATAN | 5UB HEGIATAN pensTRa | REMIAOPD | “anp sy TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
b0 TAHUN 2022 prey [10:12) LOKASI SUMBER DANA TARGET IPAGU INDIKATIF {Rp) JAWAR
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 3 4 g [ 7 ] ] i i i2 13 4 18 i ir i@ ] i} il
Jumnish Dokumen Hasi 1 Dokusmen | 1 Dokumen 1868 866 400,00 1.776. 806 000,00 2054 805.500,00 54106 500,00 | Kab. Nganjui, DARA Memperkuat Mheningkatian tata 2100.000.000,00 | DINAS
Peiaksanaan Pangeloiaan Samua TRANSFER Infrastruktur Uintuk kelola pemesintahan EOMUNIKAS DAMN
Media Komunias! Pubiik Fizcamatan, UMUS-DAMA Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA
Semua KelDesa | ALOKAS] UMUM | Pengembangan dengan pemanfaatan
Ekonami Dan tekmologi mlormasi
Pelayanan Dasar ;:E-gﬂ\‘]
ningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pefayanan public
dengan pemanfaatan
tesnalogi informasi
(egov)
280 201.0006 Pelayanan informas Pubiic
Jumish Dokumen Hasi 1 Dokumen | 1 Dokumen B0.000.000,00 99.910.000,00 99.910.000,00 19.910.000,00 | Kab. Nganju, DiANA Memperkuat Mieningkatian tata 82.000.000,00 | DINAS
Peiayanan informasi Public Samua TRANSFER Infrastruktur Lintuk kelola pamesintaban KOMUNIKAS] DAN
Kizcamatan, UMUM-DANA Mendukung dlan pelayanan public INFORMATEA
Semua KelDesa | ALOKASI UMUM | Pengemiangan Gengan pemanfaatan
Ekonami Dan teknalogi informasi
Pelayanan Dasar {egov)
Tebeningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
(g}
216022010008 | Kemitraan dengan Pemangiu Kepentingan
Jumish Dokumen Kamitaan 1 Doswmen | 1 Dokumen 100.000.000,00 a5.095.000,00 95.094.500,00 4,505, 100,00 | Kab. Nganjuk, DARA Memperkuat Ieningkatian tata 115.000.000,00 | DINAS
cengan Pemanghu Samua TRANSFER Infrastruktur Urtuk | kelola pemeriniahan KOMUMIKAS] DAN
Kepantingan Kecamatan, UMUM-OANA | Mendukung can pelayanan public INFORMATSA.
Szmua KelDesa | ALOKAS] UMUM | Pengembangan dengan pemanfaatan
Ekonami Dan teknvalogi mlormasi
Pelayanan Dasar ;:E-gm‘]
mingkatkan tata
kelola pemesintaban
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalogi informasi
(e-gov)
2180 PROGRAM Nilai Aspok TIK 200 Milai | 200 Nilai 15,803,867 462,00 14.286. 642 541,00 14.317.904.541,00 2.096.132.638,00 17.900.000.000,00
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
2IB02 Pengelalsan Nama Domain | Tingkat Kematangan layanan 3 Hilai LT 244 848 000,00 B.050. 129 834 00 B35 254 K34, 00 1586415634 00 h tata B 10.050.000.000,00 | DINAS
yang Telah Diletagkan cleh | janngan inira Pamernntah Infrastruktur Uniuk | kelola pemesintahan | Kabupatien Nganjuk KOMUNIKAS! DAN
Pemarintzh Pusat dan Sub | Daerah Mendukung dan pelayanan public INFORMATECA
Domain d Lingkup Pengembangan dengan pemanfaatan
Pemerintsh Dasrah Ekonomi Dan tesnalogi informasi
Kabupalen'Kota Pedayanan Dasar ;;gw]
ningkatian tata
kelola pemesintahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalagi informasi
(e-gmv)
16032010002 dani h Dy dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenKota
Jurmish Dolumen iz i2 T8.224 000,00 7 845 000,00 67 845.000,00 11.378.000,00 | Kab. Ngarjuk, | DANA Memperkuat Iebeningkatian tata 50.000.000,00 | DINAS
Penataiksansan dan Dokumen | Dakumen Semua TRANSFER Infrastruktur Lintuk kelola pemesintaban HOMUNIKAS] DAN
awasan Nama Domain Kacamatan, UMLM-DANA Mendukung dan pelayanan public INFORBMATEGA
dan Sub Domain dalam Semua KelDesa | ALOKAS| UMUM | Pengemiangan dengan pemanfaatan
Penpslenggaraan Ekonami Dan teknvalogi mlormasi
Pemarintahan Daarah Pelayanan Dasar [egov)
KabupatenMota Mebeningkaticn tata
kelola pemesintakan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
tknalogi informasi
leg)
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L1603, 201.0003

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerindah Dagrah

Jumizh Sistem Jaringan I 1Unit 1 Unit 6.168.625.000.00 T 24 4 00 BOBT 416,884 00 149779 B34 00 | Kab. Ngarju, | DANA Mempeskuat 10.000.000.000,00 | DINAS
Pemeriniah Daerah Semua TRANGFER | Infrasirukur Uik KOMUNIKAZ DN
Kecamatan, | UNUMDANA | Mendukung INFORMATEA
Semua KelDesa | ALOKAS! UMUM | Pengemiangan
Ekanami Dan
Pelayanan Dasar
FALicKdi A Pengelolaan E-govemment | Tingkat kematangan fayanan 2 Nila 2 Niai 858801046200 230,542,707, 00 B.102840.107 00 L3TLIT0.355,00 Mesmpeskuat Meningkatkan tata | Perangkat Daesah T850.000.000,00 | DINAS
d hum’&Prmennm pusat data Infrasiruklur Untuk | helola pemerniahan | Kabupaten Nganuk KOMUNIKAZ! DuN
Darah Kabupatenbiota | Tinghat kematangan Mendukung than pedayanan public INFORMATEA
pembangunan aplkasi SPEE Pengembangan | cengan pemanfaatan
Tingkat kematangan Ekanami ian Iekmalogi informasi
peneragan manaamen aset Pelayanan Dasar | {egov)
TIK Meningkatian tata
kelola pemesniahan
dan pedayanan public
dengan pemanfaatan
ekmalogi informasi
(o)
LIR08. 2020000 | Pengalolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Jumish Pusat Data 1Unit 1 Unit 1 506477 662 00 1218328000 1412183 250,00 49428241200 | Kab. Ngarju, | DIANA Mempeskuat Meningkatkan tata 1:250.000.000,00 | DINAS
Pemarintafian Dasrah yang Samua TRANSFER | Infrasirublur Untuk | kelola pemestahan KOMUNIKAZ DuN
Dikeioia Kecamatan, UNUMADANA | Mendukurg than pedayanan public INFORMATEA
Bemua KelDesa | ALCKASI UMUM | Pengembangan | dengan pemanfaatan
Ekanaemi [an Isknlogl informasi
Pelayaran Dasar | (esgov)
Weningkatian tata
kelola pemesntahan
dan pedayanan public
tangan pemanfaatan
Iekalogi informasi
(o)
LIB0202.0007 | Pengembangan Aplicasi dan Proses Bisnis Pemesiniahan Bestasis Elekiranik
Jumish Aplkasf dan Froses 4 Ut 4 Unit §01.950.000 00 40342000000 403,420,000, SBEN00000 | Kab. Mgarjuk, | DIANA Mempeskuat Meningkatkan tata 600.000.000,00 | DINAS
Bisnis Pamenntahan Samua TRANSFER | Infastruktur Urtuk | kelola pamesintahan KOMUNIKAS] DAN
Bertass Elskimnik yang Kecamatan, | UMUM-DANA | Mendukung than pedayanan public INFORMATIA
Bamua KelDesa | ALOKASI UMUM | Pengembangan | dengan pemanfaatan
Ekanaemi [an Iskmalogl informasi
Pelayaran Dasar | (esqov)
Meningkatian tata
elola pemestahan
dan pelayanan public
tangan pemanfaatan
Iekalogi informasi
(o)
216032020008 | Pengembangan dan Pengskiaan Ekosislem KabupatenKota Cerdas dan Kota Cardas
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN | BIANG OATOR PROGRAN! 'rmﬁ:r REALISASI w CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 PERANGKAT
Koo R SRNTPROERAN | wecutanisus | periope | CAPAUN | papaer ppyja IEEDRECK Lt
KEGIATAN | 5UB KEGIATAN pensTRa | RENJROPD | “onnim TARGET 2024 PAGL INDIKATIF {Rp) FRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN o8 TAHUN 2022 21 g (1042) LOKAS| SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAR
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
2 :] 4 § [ 1 ] [ 10 1 12 13 14 18 18 17 1@ ] pail bl
Jumish Dokumen Program 1 Dokumen | 1 Dokumen 4048120800 50 2624 81346700 2A1R.E10.857,00 20051984300 | Kab. Ngamus, | DANA Memperkuat Mheningkatkan tata 1.500.000.000,00 | DINAS
Inovasi yang Samua TRANSFER Infrastrukiur Unfuk | kelola pemesintaban KOMUNIKAS] DAN
LT Kecamatan, UMUMOANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA.
dengan Mastemian Smart Semua KelDesa | ALOKAS| LMUM | P dengan faatan
Cy Ekonami Dan teknalogi informasi
Pelayanan Dasar ;;gw]
minghatian tata
kelola pemesiniaban
dan pelayanan publix
dangan pemanfaaian
tekralogi informasi
(e-gov)
21603.202.0010 | Pengembangan dan Penpsblaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunisas Pemeriniah Dasrah
Jumish Dolumen 1 Dokwmen | 1 Dokumen 2290 460.000,00 1.686.426.000,00 1.548.426.000,00 <T50.034,000,00 | Kab. Mganpuis, | DA Memperkuat Mheningkatian tata 4.500.000.000,00 | DINAS
Pelaksanaan Pengembangan Samua TRANSFER Urtuk | helola p KOMUNIKAZ] DAN
dan Pengeioiaan Sumber Kecamatan, UMUM-DANA | Mendukung dan pelayanan public INFORMATEA
Daya Teknolog infarmasi Semua KelDesa | ALOKAS] UMUM | P 5 dengan n
dan Komunikas) Pamearintsh Ekonomi Dan teknalogi informasi
Dasrahy Pelayanan Dasar (mgov)
Meningkatkan tata
helola pemesiniahan
dan petaryanan public
dengan pemanfaaian
teknalogi informasi
legov)
22 URUSAN PEMERINTAHAN 404.000.600,60 502.403.00,00 502.403.000,00 <257 .557.000,00 £00.000.00,00
BIDANG STATISTIK
im0 PROGRAM Nilai tingkat kematangan 2 Hilai 2 Hilai H040.000.000,00 502.403.000,00 502.403.000,00 <200.000.000,00 600.000.000,00
PENYELENGGARAAN layanan data torbuka
STATISTIK SEKTORAL
pRilidi)} Penyelenggaraan Statistk | Jumiah buku profi dasrah 1 Bukuy 1 Buky B00.000.000,00 B2, 400.000,00 502.400.000,00 247 597.000,00 Memperkuat Meningkatkan tata | Perangkat Daesah 00.000.000,00 | DINAS
Sekioral di Lingkup Doersh | yang diterhitkan Ketananan Ekonomi | kelola pemesintaban | Kabupaien Nganjuk KOMUNIKAZ] DAN
Kabupaten'Kota Uniuk Pertumbuban | dan pelayanan publis INFORMATEA
Yang Berkualias dan | dengan pemanfaatan
Berkzacilan teknalogi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
elola pemesintahan
dan petayanan public
dengan pemanfaaian
teknalogi informasi
legov)
220022010001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pangolahan, Analisis dan Diseminasi Data Stabistic Sskoral
Jumish Dokumen Koordinas 1 Dokumen | 1 Dokumen A0 000 H00 50 B2 4008 000,00 502 403 000,00 <247 847 .000,00 | Kab. Nganjuk, DUk Mempeskuat Meningkatkan tata G00.000.000,00 | DINAS
dan Sinkmonisast Samua TRANSFER Ketahanan Ekonami | kelola pemesintahan KOMUNIKAS] DAN
Pengumpuian, Pengolahan, Kecamatan, UMUMDOANA | Uniuk Pestumbuban | dan pelayanan public INFORMATECA
Anaksis dan Disaminas Data Samua KelDesa | ALOKAS| UMUM | Yang Berkualias dan | dengan pemanfaatan
Stabishik Seitoral Berkeadilan teknalogi informasi
(egv)
Meningkatkan tata
kelola pemeriniaban
dan pelayanan publix
dengan pemantaatan
teknalogi informasi
(e-gov)
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i URUSAN PEMERINTAHAN T40.078.760,00 £14.696.000,00 40.696.000,00 99.816.280,00 ‘350.000.000,00
BIDANG PERSANDIAN
e PROGRAM Parsantasa sistem % 4% T40.079.760,00 £14.696.000,00 40.696.000,00 <30.479.750,00 ‘350.000.000,00
PENYELENGGARAAN elektronik yang tolah
PERSANDIAN UNTUK miereerapkan prinsip sistem
PENGAMANAN marngajemen keamanan
INFORMASI informasi {SMK]) yang ada
pada pemerintah dagrah
221020 Penyelenggaraan Tingkat kematangan 2Milal 2 i T40.874.780,00 14,656 000,00 40,696,000, 00 44 418.20,00 Mempeskuat Meningkatian tata | Perangkat Daesah 350.000.000.00 | DINAS
Persandian unluk pelaksanaan audt Infrastructur Utk | kelola pemesniahan | Kabupaizn Nganjuk HOMUNIKAS] DAN
Pengamanan Irformasi keamanaan SPEE Mendukung dan pelayanan public INFORMATECA
Pemarintah Dasrah Pengembangan dengan pemanfaatan
Kabupaten'Kol Ekonami Dan teknalag informasi
Pelayanan Dasar | (egov)
Meningkatian tata
elola pamesniaan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teknalagi informasi
(egov)
221022010003 | Pelaksanaan Keamanan Infomiasi Pemerintahan Daerah Kabupaien®(ota Berbass Elektronik dan Non Elekiranic
Jumish Laparan 12 Laparan | 12 Laporan 740878 780,00 14,536, 000,00 40, 636.000,00 90.416. 280,00 | Kab. Ngarjuk, | DANA Memperkuat Meningkatian tata 350.000.000,00 | DINAS
Peiatsanaan Ksamanan Samua TRANSFER Infrastruktur Urtuk | kedola pamesinahan KOMUNIKAS] DAN
[nfarmasi Pemenntahan Kacamatan, UMUMOANA | Mendukung can pelayanan public INFORMATEC
Dagrah Kabupatanioty Samua KelDeza | ALOKAS] LMUM | Pengembangan dengan pemanfaatan
Berbasis Elekiranik dan Non Ekanami Dan teknalagi informasi
Elekfranik Pefayanan Dasar | (egov)
Meningkatian tata
kelola pzmenmiahan
dan pelayanan public
dengan pemanfaatan
teinalogi informasi
fegm)
JUMLAH 26.269.571.607,00 21636.205.045,00 23.920.065.845,00 A.319.807 862,00 2TABRE11942,00
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2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi
dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat
Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan,
penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

No | Program/Kegiatan | Lokasi In¢?1ka1.:or Besaran/Volume | Catatan
Kinerja
1 2 3 4 5 6

NIHIL
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023
sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
(Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut
upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah
yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan
mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan
nasional.

Berdasar telaahan rancangan RKP 2023, Diskominfo Kabupaten Nganjuk
mengimplementasikan Prioritas Nasional ke 5 yaitu Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan Prioritas
Nasional ke 7 yaitu Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan
publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai adalah
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah: Terselenggaranya
Layanan SPBE Daerah secara Optimal.

Untuk tahun 2024 tujuan dan sasaran serta target yang hendak dicapai

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :
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Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

. Indiktor Target
Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran
J 2024
1 2 3
Meningkatnya
pemanfaatan Nilai Indeks SPBE 2,50
teknologi informasi
dan komunikasi
dalam manajemen )
pemerintahan Terwujudnya Persentase penerapan
daerah dan | kebijakan, tata kel(ci)la, Kampung Digital Anjuk 7%
1 lik manajemen, an | 1.ad
pelayanan publi layanan SPBE yang adang
optimal

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 serta melaksanakan Visi

dan Misi Bupati maka Dinas Komunikasi dan informatika menyusun Rencana

Kerja yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Lokasi

pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagian besar di Dinas Komunikasi dan

informatika serta desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Adapun yang melatarbelakangi perubahan atas program dan kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Program/Kegiatan/ HemmlbEli
Kode grar g Sebelum Sesudah (Bertambah/ | Keterangan
Subkegiatan
Berkurang)
PROGRAM PENUNJANG _
2.16.01 URUSAN PEMERINTAH
DAERAH 6.310.612.504 | 6.019.251.104 | 291.361.400
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.16.01.2.01 Evaluasi Kinerja 60.745.500 80.745.500 | 20.000.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
2.16.01.2.01.0001 Perencanaan  Perangkat 18.440.000 18.440.000 _
Daerah
Koordinasi dan
2.16.01.2.01.0002 Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 12.305.000 12.305.000 -
Koordinasi dan
2.16.01.2.01.0003 Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 7.153.000 7.153.000 -
Koordinasi dan Banyak . keglatap
yang dilakukan di
Penyusunan Laporan luar jam kantor
2.16.01.2.01.0006 | Capaian  Kinerja dan 22.847.500 42.847.500 |  20.000.000 | dengan anggaran
Ikhtisar Realisasi Kinerja
yang kurang
SKPD .
mencukupi
Administrasi Keuangan -
2.16.01.2.02 Perangkat Daerah 4.346.816.000 | 3.956.702.000 | 390.114.000
Anggaran gaji dan
tunjangan untuk
Penyediaan  Gaji dan - | ASN melebihi
2:16.01.2.02.0001 Tunjangan ASN 4.327.683.000 3.937.569.000 390.114.000 | kebutuhan oyang
telah ditentukan
sebelumnya
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2.16.01.2.02.0003

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
PengujianVerifikasi
Keuangan SKPD

11.715.000

11.715.000

2.16.01.2.02.0005

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4.400.000

4.400.000

2.16.01.2.02.0007

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

3.018.000

3.018.000

2.16.01.2.05

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

58.000.000

8.000.000

50.000.000

2.16.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

2.16.01.2.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

8.000.000

8.000.000

2.16.01.2.05.0010

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

50.000.000

50.000.000

Sesuai dengan
kesepakatan dengan
pihak terkait
anggaran DBHCHT
induk yang didapat
dijadikan satu
dengan anggaran
DBHCHT Silpa yang
terletak pada
Pengelolaan Medi
Komunikasi Publik

2.16.01.2.06

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

498.998.800

523.998.300

24.999.500

2.16.01.2.06.0001

Penyediaan
Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

Komponen

12.067.050

12.067.050

2.16.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

2.16.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

22.018.900

22.018.900

2.16.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

127.816.800

152.816.300

24.999.500

Banyak kegiatan
didalam dan diluar
kantor yang
membutuhkan
natura atau air
minum

2.16.01.2.06.0005

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

13.857.500

13.857.500

2.16.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

7.000.000

7.000.000

2.16.01.2.06.0009

Penyelenggaraan  Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

309.146.000

309.146.000

2.16.01.2.06.0010

Penatausahaan
Dinamis pada SKPD

Arsip

7.092.550

7.092.550

2.16.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah

311.717.304

320.887.304

9.170.000

2.16.01.2.07.0001

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
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2.16.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan

Terdapat
penambahan belanja

modal Alat Rumah
Tangga Lainnya
untuk keperluan

kantor (2 Tangga

Mesin Lainnya 311.717.304 320.887.304 9.170.000 Teleskopik Uk 75 m)
dan Belanja Modal
Peralatan Mainframe
(Harddisk  Internal-
SSD)
Penyediaan Jasa
2.16.01.2.08 Penun_!ang Urusan 461.875.000 461.875.000 )
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2:16.01.2.08 .0001 | yrorosrat 1.500.000 1.500.000 :
Penyediaan Jasa
2.16.01.2.08 .0002 Komun;kasy . Sumber 356.800.000 356.800.000 B
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
2:16.01.2.08 .0004 | pe) vanan Umum Kantor 103.575.000 103.575.000 -
Pemeliharaan Barang
2.16.01.2.09 Milik Daerah Penunjang
I Urusan Pemerintahan 572.459.900 667.043.000 94.583.100
Daerah
Banyak kegiatan
kantor didalam
maupun diluar
Penyediaan Jasa daerah yang
Pemeliharaan, Biaya membutuhkan
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan
2.16.01.2.09.0002 | p \ inan Kendaraan 230.916.100 310.919.200 |  80.003.100 | operasional sehingga
Dinas Operasional atau dibutuhkan
Lapangan pemeliharaan ekstra
untuk merawat
kendaraan dinas
operasional
2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 12.800.000 12.800.000 )
seringnya
penggunaan
Pemeliharaan Peralatan peralatan kantor
2:16.01.2.09.0006 | 4. Mesin Lainnya 28.520.000 43.100.000 |  14.580.000 | sehingga butuh
perawatan yang
memadai
Pemeliharaan/Rehabilitas
2.16.01.2.09.0009 | i Gedung Kantor dan 300.223.800 300.223.800 )
Bangunan Lainnya
PROGRAM
2.16.02 PENGELOLAAN
o INFORMASI DAN 1.970.811.000 | 2.249.810.800 | 278.999.800
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan  Informasi
2.16.02.2.01 dan Komunikasi Publik | ; 970 817,000 | 2.249.810.800 | 278.999.800
Pemerintah Daerah
Adanya pelaksanaan
kegiatan = Awording
. hingga
Pengelolaan Media se
2:16.02.2.01.0005 | ¥, unikasi Publik 1.775.806.000 | 2.054.805.900 | 278.999.900 | membutuhkan -
suntikan dana lebih
untuk memperlancar
kegiatan tersebut
Pelayanan Informasi
2.16.02.2.01.0006 Publik 99.910.000 99.910.000 -
Kemitraan dengan -
2.16.02.2.01.0008 | b ongku Kepentingan 95.095.000 95.094.900 100
PROGRAM APLIKASI
2.16.03 INFORMATIKA 14.286.682.5:- 14.317.904.9:- 31.222.400
Pengelolaan Nama
Domain yang telah
Ditetapkan oleh
2.16.03.2.01 Pemerintah Pusat dan | g 450 139 834 | 8.135.264.834 | 85.125.000

Sub Domain di Lingkup
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Daerah
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2.16.03.2.01.0002

Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama
Domain dan Sub Domain
dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

67.845.000

67.845.000

2.16.03.2.01.0003

Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

7.982.294.834

8.067.419.834

85.125.000

Kurangnya Belanja
Internet untuk Wifi
Gratis serta
Pemasangan Desa
yang Blank Spot

2.16.03.2.02

Pengelolaan e-
government Di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

6.236.542.707

6.182.640.107

53.902.600

2.16.03.2.02.0003

Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

1.312.183.250

1.412.183.250

100.000.000

GPU
dan

Pemutakhiran
server
pembayaran
colocation

2.16.03.2.02.0007

Pengembangan
dan Proses
Pemerintah
Elekronik

Aplikasi
Bisnis
Berbasis

403.420.000

403.420.000

2.16.03.2.02.0009

Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten / Kota Cerdas
dan Kota Cerdas

2.924.513.457

2.818.610.857

105.902.600

untuk
GPU
dan

Geser
Pemutakhiran
server
pembayaran
colocation
Belanja Internet

serta

2.16.03.2.02.0010

Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah

1.596.426.000

1.548.426.000

48.000.000

Geser untuk belanja
internet

2.20.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

502.403.000

502.403.000

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah

502.403.000

502.403.000

2.20.02.2.01.0001

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik

Sektoral

502.403.000

502.403.000

2.21.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN

614.696.000

840.696.000

226.000.000

2.21.02.2.01

Penyelenggaraan
Persandian
Pengamanan
Pemerintah

untuk
Informasi

614.696.000

840.696.000

226.000.000

2.21.02.2.01.0003

Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik

614.696.000

840.696.000

226.000.000

Kebutuhan atas
Firewall Pengamanan
Server, Pembelian
Lisensi Aplikasi
untuk Keamanan
Pusat Data

Total

23.685.205.045

23.930.065.845

244.860.800

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Daerah

Kinerja Perangkat

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
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2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD;

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD;

7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD;

8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;

10) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

11) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

12) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor;

13) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

14) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

15) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

16) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

17) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan;

18) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

19) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah.

20) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan;

21) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

22) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

23) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

24) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
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25) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;

26) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,

27) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

28) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya;

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota.
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

30) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

31) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;

32) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota
Cerdas dan Kota Cerdas;

b. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.

33) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain
Pemerintah Kabupaten/Kota;

34) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
35) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
36) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
37) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
38) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

39) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
a. Kegiatan  Penyelenggaraan  Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten /Kota.
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40) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk membutuhkan Anggaran
sebesar Rp. 23.930.065.845,00 yang dipenuhi dari sumber Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo :
1. Terwujudnya kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang
optimal;
Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk;
Terwujudnya data sektoral yang valid dan termutakhirkan;

Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah;

a ok Db

Terwujudnya Reformasi Birokrasi pemerintahan.

2. Mendukung Pencapaian Target Indikator Sustainable Development Goals

(SDGs)

Selain mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kegiatan tahun 2024 juga

mendukung pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas

Komunikasi dan informatika. Target SDGs yang dimaksud adalah :

a. Jumlah Perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sebagaimana
diatur dalam UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dengan target 50 Instansi.

b. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi non litigasi dengan target 100%.

c. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan
tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dengan target 52 PPID.

3. Mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 95 tahun 2018.

4. Melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik.
5. Melaksanakan Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggarakan

Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

6. Melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun

2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di

Pemerintah Daerah.
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Rumusan Rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran yang akan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana Tabel Berikut:
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Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Anggaran Tahun 2024

Dinas Komunikasi dam tnformatika

rUuZ4 dan perKlraan maju [a&%aéﬂ%ﬂ Rencana Kebutuhan Tahun 2025

Catatan
. . Indikator Program (outcome) dan Kegiatan . . N - Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) dan . Target Capaian . Penting
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[P ey UReEm Nilai Survei Kepuasan masyarakat Diskominfo 81 (i e ) Urse Nilai AKIP Perangkat Daerah Diskominfo 86
Pemerintahan Daerah p Y 6.019.251.104(Pemerintahan Daerah 9 6.567.313.942
Kabupaten/Kota Nilai AKIP Perangkat Daerah Diskominfo 81 Kabupaten/Kota Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Diskominfo 82
Kegiatan Perencanaan, T — Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan,
Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja S pe » pengangg Diskominfo 69 Dok 80.745.500(Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja |penganggaran dan evaluasi kinerja Diskominfo 69 Dok 55.000.000
dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah perangkat daerah
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan | o polumen Perencanaan Perangkat Daerah Diskominfo 3 Dok 18.440.000| a) Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat ooy ooy 4 Dokumen 20.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah
L . Lo Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen|Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 5 . Koordinasi dan Penyusunan . Lo 5 .
b) RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokurmen RKA-SKPD Diskominfo 30 Dok 12.305.000| b) Dokumen RKA-SKPD gi;s:[;(oordlnﬂl Penyusunan Dokumen RKA-{Diskominfo 30 Dokumen 15.000.000
Koordinasi dan Pe Lnan Dokurmen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
c) Perubahan RKA- SnllefD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Diskominfo 30 Dok 7.153.000| c) Dokumen PerubahZﬁuRK A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Diskominfo 30 Dokumen 10.000.000
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Sub Kegiatan Koordinasi dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil P: eu?;n La (::an Ca: aizn Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
d) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Diskominfo 6 Laporan 42.847.500| d) "ym p. p N Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Diskominfo 6 Laporan 10.000.000
5 R s e Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - . i
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lo Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Admini i Keuangan Perangk ini i Admini i Keuangan Perangk ini i
dminitrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Adm|n|§tr35| keuangan Diskominfo 63 Dok 3.956.702.000 dminitrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Admlnl.stram keuangan Diskominfo 63 Dokumen 3.540.000.000
Daerah perangkat daerah yang di susun Daerah perangkat daerah yang di susun
a) Sub_ Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Diskominfo 22 ASN 3.937.569.000| a) Sub' Kegiatan Penyediaan Gaji dan .]um!ah Orang yang Menerima Gaji dan Diskominfo 22 Orang/bulan 3.500.000.000
Tunjangan ASN ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2zgalt<afgfl't|22npgfnksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
b) Penatausahaan dan - ) h Diskominfo 45 Dok 11.715.000| b) . ) . . ) h Diskominfo 45 Dokumen 20.000.000
. ) . Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD
5 i . 5 . Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan SUKPD das La oranuHa?;I Koorl dinasiu
¢) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Diskominfo 1Lap 4.400.000( ¢) Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan L; oran Keuangan Akhir Tahun Diskominfo 1 Laporan 10.000.000|
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD SKF):llJ) P %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanarn/ Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 5 . Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 5 .
& Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Diskominfo 13 Lap 3.018.000) d) Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Diskominfo 13 Laporan 10.000.000
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jf.lmlah dokumen administrasi kepegawaian yang Diskominfo 25 Dok 8.000.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian|Jumlah do!(umen admlnlstra5| Diskominfo 25 Dokumen SUSGERGTE
Perangkat Daerah disusun Perangkat Daerah kepegawaian yang disusun
Sub Kegiatan Pendidikan dan . . Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian 5 . .
. . lah P B kan T F . . . h lah Paket Pak: D B Al . .
a) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Juma_ e_gawal_ _erdasar an l_Jgas dan Fungsi yang Diskominfo 20 Orang 8.000.000| a) Dinas Beserta Atribut Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Diskominfo 0 0
. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kelengkapan
dan Fungsi Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian . . . Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
b) Dinas Beserta Atribut Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Diskominfo 24 paket 0| b) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Diskominfo 20 Orang 9.000.000
Kelengkapan . .
Kelengkapannya Tugas dan Fungsi Pelatihan
9 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Diskominfo 500 Orang ol Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan |Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Diskominfo 2500 Orang 500.000.000
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
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Kegiatan Administrasi Umum

Jumlah Laporan administrasi umum yang

Kegiatan Administrasi Umum

Jumlah Laporan administrasi umum yang

Diskominf 12 laporan 23.998. Diskominf 121 n 432.813.942
Perangkat Daerah dilaksanakan SKOmIMo Apora 523998300 Perangkat Daerah dilaksanakan SO apora 32.813.9
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen . Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi
a) Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan qul?h Paket Komporen Instalsi - Diskominfo 1 Paket 12.067.050| @) Komponen Instalasi Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang  |Diskominfo 1 Paket 10.000.000|
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan -
Kantor [Penerangan Bangunan Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan  [Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor ’ : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan [Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan . ’
b) dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Diskominfo 1 Paket o) dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Diskominfo 1 Paket 50.000.000
0 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Ju.mlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diskominfo 1 Paket 22,018,900 ¢) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Ju.mlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diskominfo 0 Paket 0
Rumah Tangga Disediakan Rumah Tangga Disediakan
d) Sub_K_eglatan Penyedaan Bafian Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Diskominfo 4 Paket 152.816.300| d) Sub_K_eglatan Penyedizan Bafen Ju_mlat_] Paket Bahan Logitk Kantor yang Diskominfo 4 Paket 91.413.942
Logistik Kantor Logistik Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang A Sub Kegiatan Penyediaan Barang ~ |Jumlah Paket Barang Cetakan dan N
9 Cetakan dan Penggandaan Disediakan Diskominfo 2 paket 13857500/ ¢) Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Diskominfo 2 paket 16.200.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan  |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
f) Bacaan dan Peraturan Perundang Jumleh Dokuren Bahan Baca_an Qan Peraturan Diskominfo 912 dok 7.000.000| f) Bacaan dan Peraturan Perundang  |Peraturan Perundang-Undangan yang Diskominfo 912 Dokumen 8.000.000
Perundang-Undangan yang Disediakan -
Undangan Undangan Disediakan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sub Kegatan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
[9) Koordinasi dan Konsuliasi SKPD. |dan Konsultasi SKPD Diskominfo 30 Lap 309.146.000| g) Sip:é Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsulasi SKPD Diskominfo 30 Laporan 250.000.000
; . Lo . . |Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
hy Sl_Jb K_eglatan Penatausahaan Arsip  |Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Diskominfo 300 dok 7.002.550( ) Sl_Jb K_egla’oan Penatausahaan Arsip Diramis Diskorminfo 300 Dokuren 7200000
Dinamis pada SKPD pada SKPD Dinamis pada SKPD
pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik - . Kegiatan Pengadaan Barang Milik - .
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Barang milik dae@h pennjang ursan Diskominfo 26 buah 320.887.304|Daerah Penunjang Urusan R Barang milik daerah pent{n]ang Diskominfo 26 buah 1.195.000.000
pemerintah daerah yang diadakan . urusan pemerintah daerah yang diadakan
Daerah Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Jumiah Unit Kendaraan perorancan Dinas ata Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas
a) Perorangan Dinas atau Kendaraan u . P g . u Diskominfo 2 unit -| @) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Diskominfo 2 unit 1,000.000.000
. Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan ) o
Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan
b) Sub Keg!atan.Pengadaan Peralatan Ju.mlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diskominfo 15 unit 320.887.304) b) Sub Kegllatan.Pengadaan Peralatan [Jumlah -UnI'F Peralatan dan Mesin Lainnya Diskominfo 15 unit 195,000,000
dan Mesin Lainnya Disediakan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang [Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah jasa penunjang urusan
9 ny Jang Jasa pe J. ng Pe Diskominfo 4 jasa 461.875.000|Penunjang Urusan Pemerintahan X Jasa penunjang . Diskominfo 4 jasa 532.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah daerah yang tersedia BeriEl: pemerintah daerah yang tersedia
a) Stb Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Diskominfo 4 Laporan 1.500.000] a) Stb Kegatan Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Surat Diskominfo 4 Laporan 2.000.000
Menyurat Surat Menyurat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa . L Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
h P K ki
b) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Juma Laporan_ enyedfaar\ Jasa OMLNIKES, Diskominfo 12 Laporan 356.800.000{ b) Komunikasi, Sumber Daya Air dan [Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  [Diskominfo 12 Laporan 450.000.000|
o Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan o -
Listrik Listrik yang Disediakan
Kegiatan P i h P i P Kegiatan P [ h P i P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Diskomio 12 laporan 103575.000] ) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Diskomifo 12 laporan £0.000.000

Pelayanan Umum Kantor

Kantor yang Disediakan

Pelayanan Umum Kantor

Umum Kantor yang Disediakan
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Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Jumlah barang milik daerah penunjang urusan

Kegiatan Pemeliharaan Barang

Jumlah barang milik daerah penunjang

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah . . Diskominfo 42 unit 667.043.000|Milik Daerah Penunjang Urusan urusan pemerintah daerah yang Diskominfo 42 unit 303.500.000
pemerintah daerah yang terpelihara - .
Daerah Pemerintah Daerah terpelihara
Kegi P i Kegi P i
i:ﬁ]e"ﬁg::: Bﬁ:ﬁi‘:ﬁlﬁﬁ arlaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ilejzleliﬁgi\t:: Bﬁ:ﬁiﬁ?&iﬁ ?aan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
. ' N ipeli i j i i i . . . ' ! ipeli i I i i 180.000.000|
a) Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas za;r:g _Ir?:;ellhara dan Dibayarkan Pajak dan Diskominfo 10 unit 310.919.200| a) Pajak dan Perizinan Kendaraan Igzgfgaar; ar:g %p:]ellhara dan Dibayarkan  |Diskominfo 10 unit
Operasional Lapangan izinannya Dinas Operasional Lapangan J zinannya
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel  |Jumlah Mebel yang Dipelihara Diskominfo 5 unit 12.800.000| b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel |Jumlah Mebel yang Dipelihara Diskominfo 0 Unit 0
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan L . 5 . y Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 5 . y
f . . . . . " 23.500.000
c) dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara Diskominfo 25 unit 43.100.000( c) Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara Diskominfo 25 unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain Sub Kegiatan Pemeliharaan atau  [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
d) Rehabilitasi Gedung Kantor dan L g N o 9 nya Diskominfo 2 Unit 300.223.800( d) Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya Diskominfo 2 Unit 100.000.000
. yang Dipelihara/Direhabilitasi . L . I
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Aplikasi Program Pengelolaan Aplikasi
o Nilai aspek TIK 2,00 14.317.904,9a1 10917 00 — Nilai Aspek TIK Diskominfo 2,50 Nilai 17.950.000.000
Tingkat kematangan pembangunan aplikasi 2 Tingkat Kematangan pembangunan g
SPBE aplikasi SPBE
Kegiatan Pengelolaan E-Govermment Kegiatan Pengelolaan E-
di Lingkup Pemerintah Daerah Tingkat kematangan layanan pusat data Diskominfo 2 6.182.640.107 Govermnment di Lingkup Pemerintah |Tingkat kematangan Layanan Pusat Data| Diskominfo 3 17.900.000.000
Kabupaten Daerah Kabupaten
Tingkat kematangan penerapan manajemen aset > Tingkat Kematangan Penerapan a
TIK Manajemen Aset TIK
5 . 5 Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan
a) Sub Kegtan Pengelolaan Pusat Data |Jumiah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Diskominfo 1 Pusat Data 1.412.183.250| @) uP Kegatan Pengelolaan Data dan| o . 1can Arsitektur SPBE Pemerintah | Diskominfo 1 Dokurren 1.250.000.000
Pemerintahan Daerah Dikelola Informasi Daerah
SUT TS EyRTET FErManygaraT
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi - . . dan/atau Pengembangan Aplikasi  [Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun
- . Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan . . - R . S . . I
b) dan Proses Bisnis Pemerintahan Blierbasis ’Ii:’llektrinnik Dikemlljan kanl Diskominfo 4 Aplikasi 403.420.000| b) Khusus yang sesuai dengan dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan | Diskominfo 2 Aplikasi 600.000.000|
Berbasis Elektronik yang g arsitektur dan peta rencana SPBE  [peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
n intal Noneab
§Ub Klegl;latar; Per;gergbang?rns anlo _ |Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah P Kat Daerah danatk
c) engelo z_ian umoer _ aw_ © no_ 9t Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Diskominfo 1 Dok 1.548.426.000| c) Fasilitasi Penyelenggaraan um_ . ?rang at aeranyang mencapatkan | ey o minfo 1 Unit 6.050.000.000
Informasi dan Komunikasi Pemerintah - N sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas
Daerah Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Cerdas
i:: Ez?ait:giggigg:?angan dan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah
d) d Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart Diskominfo 1 Dok 2.818.610.857| d) Jaringan Intra Pemerintah Daerah  [Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan  |Diskominfo 52 Perangkat Daerah 10.000.000.000]
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota ) .
City Kab/Kota Pemerintah Daerah Kab/Kota
Cerdas
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Kegiatan Pengelolaan Nama Nilai tingkat kematangan layanan
yang telah Ditetapkan oleh Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra . . Domain yang telah Ditetapkan oleh (jaringan intra Pemerintah Daerah . . -
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di |Pemerintah Daerah BERCTAE g BT Pemerintah Pusat dan Sub Domain |Tingkat Kematangan layanan jaringan DERCIATE SINIIED SCC000C0
Lingkup Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah  |intra Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Sub Kegiatan Pengelolaan Nama
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Nama Domain dan Sub Domain dalam e Domain yang telah Ditetapkan oleh |Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain
a) Pengawasan Nama Domain P ; ! P U intah ! Daerah Diskominfo 12 Dokumen 67.845.000| a) Pemerintah Pusat dan Sub Domain [dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Diskominfo 12 Dokumen 50.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota enyelenggaraan Femerintanan Laera di Lingkup Pemerintah Daerah Domain Pemerintah Desa
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem[Jumlah ~ Sistem Jaringan Intra Pemerintah Diskominfo 1 it 8.067.419.834

b) Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Daerah
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Persentase sistem elektronik yang telah 5 5 | Diskominfo
§ S b rogram Penyelenggaraan Lo
Program Penyelenggaraan Persandian |menerapkan prinsip sistem manajemen 5 . o . Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data P
untuk Pengamanan Ifo i keamanan informasi (SMKI) yang ada pada Diskominfo 87% 840.696.000 Ili’efrsandlgn untuk Pengamanan Terbuka 3 Nilai 350.000.000
pemerintah daerah IO
. . Kegiatan Penyelenggaraan
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian( . . __. . " .
untuk Pengamanan Info i untuk Nilai Tingkat kematangan pelaksanaan audit Diskominfo 2 840,696,000 Persandlz.an untuk Pengfamanan Jumlz.ah Iaporan.keg'latan self Asesment Diskominfo 2 Lap BTG
. keamanan SPBE Informasi untuk Pemerintah Daerah |website dan aplikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan . Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan
- - Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi . . . .
Informasi Pemerintahan Daerah pemerintahan Daerah K abupaten/Kota Berbas Diskominfo 20 Laporan 840.696.000 Keamanan Informasi Pemerintahan | Informasi Pemerintahan Daerah Diskominfo 12 Laporan 250,000,000
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik E::: ig Nae aEI kat up_all(e ota Berbasks iskol pora B ) Daerah Kabupaten/Kota Berbasis |Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan iskol s o
dan Non Elektronik ronik dan Non Elektron! Elektronik dan Non Elektronik Non Elektronik
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan
b) Keamanan Informasi Pemerintah ‘]Luamir;:izzgnf:r:aaii:?ﬁ:ig Telah Menggunakan Diskominfo 52 PD 0| b) Keamanan Informasi Pemerintah ﬁ?lahli;f:stf E::r:alzey:nngr:zﬁ?nformsi Diskominfo 52 Perangkat Daerah 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota va Daerah Kabupaten/Kota nod 4
. . . . Persentase PD berpredikat **Menuju
FRETEIRIRGEBEER (R - | betniierm (iems) R G Diskominfo 6000% R e PR NS0 [ e i o et e x| Pt 80 Nilai 2.297.000.000
Komunikasi Publik Nganjuk Komunikasi Publik Publik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan .
Komunikasi Publik Pemerintah i 0 gl Qe B e et 300% Jumlah KIM berpredikat " Aktif" 10 KIM
**Informatif**
Daerah Kabupaten atau Kota
I Kegiatan Pengelolaan Informasi dan [Jumlah PD dengan media komunikasi
P D (R e Aty Diskominfo S 2.249.810.800|Komunikasi Publik Pemerintah  |yang akif 2D 2.297.000.000
) o Daerah Kabupaten atau Kota o
- Ju_mlah PD dengan media komunikasi yang 10PD Jumlah P_er'r:lngkat Daerah Berpredikat Diskominfo 56D
aktif Informatif
- Persentase pengaduan masyarakat yang 100% Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
terespon tepat waktu terespon tepat waktu
. . . Sub Kegiatan Kemitraan Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif
a) Sub Kegatan Pengelolaan Media | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Diskominfo 1 Dok 2.054.805.900| a) Komunikasidengan Komunitas | mendiseminasikan informasi dan terdaftar di | Diskominfo 10 Komunitas 115000000
Komunikasi Publik Media Komunikasi Publik - X X
Informasi Masyarakat Dinas Kominfo
b) Sub _Kegiatan Pelayanan Informasi Jumlﬁh Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Diskominfo 1 Dok 99.910.000| b) Sub _Kegiatan Pelayanan Informasi  |Jumlah I_Dokur_nen Hasil Pelayanan Diskominfo 30 Permohonan 2,000,000
Publik Publik Publik Informasi Publik
9 Sub Kegiatan Kemltraan dengan Jumlah pokumen Kemitraan dengan Pemangku Diskominfo 1 Dok 95.094.900| ¢) Sub Ke_glatrfln Per_)gelolaan Media |Jumlah Dokumen_Hasﬂ Pelgksa_naan ] Diskominfo 7 Media 2.100.000.000
Pemangku Kepentingan Kepentingan Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Persentase Organisasi Perangkat Daerah
FCIED Pen}/e!enggaraan SIatStE Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka Diskominfo 2 502.403.000 FCIED Pen}/e!enggaraan S e L Diskominfo 3 1.000.000.000
Sektoral statistik sektoral Sektoral statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan
evaluasi pembangunan daerah
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Kegiatan Penyelengaraan Statistik Jumlah komnilasi statistik sektoral yan
Sektoral di Lingkup Daerah Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan Diskominfo 1Buku 502.403.000|Sektoral di Lingkup Daerah urmiah kompilast statistik sektoralyang | pyjq ominfo 1 Buku 1,000.000.000)
dilakukan
Kabupaten atau Kota Kabupaten atau Kota
E;igﬁg:st?gfoz::"ﬁ;dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumiah Kegiatan Statistik Sektoral vang telah
a) noumpdan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Diskominfo 1 dok 502.403.000( a) Statistik Sektoral yang sesuai ; °d yang Diskominfo 1 dok 1.000.000.000
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral d Prinsio Satu Data Ind . |dilengkapi metadata
Data Statistik Sektoral ata Statistik Sektoral lengan Prinsip Satu Data Indonesia
TOTAL 23.930.065.845' 28.164.313.942
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3.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan
subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan
prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat
Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi
dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
Tabel 3.4.1
Prioritas Pembangunan Daerah
No. Prioritas Daerah Alokasi (2024)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan
1 pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi |23.930.065.845
informasi (e-gov).
Tabel 3.4.2
Sasaran Perangkat Daerah
No. Sasaran Dinas Kominfo Alokasi (2024)
Ters.elenggaranya Layanan SPBE Daerah secara 93.030.065.845
Optimal

Tabel 3.4.3

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

Indikator Kinerja Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan dan Kegiatan (output) Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
Program Penunjang Urusan Nilai Survei Kepuasan Diskominfo 81 6.019.251.104
Pemerintahan Daerah masyarakat
Kabupaten/Kota
Nilai AKIP Perangkat Daerah Diskominfo 81
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, Diskominfo 69 Dok 80.745.500
Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
a) | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Diskominfo 3 Dok 18.440.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
b) | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan | Diskominfo 30 Dok 12.305.000
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
¢) | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- | Diskominfo 30 Dok 7.153.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD | SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
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Indikator Kinerja Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan dan Kegiatan (output) Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Diskominfo 6 Laporan 42.847.500
Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Adminitrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Diskominfo 63 Dok 3.956.702.000
Daerah keuangan perangkat daerah yang
di susun
a) | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji | Diskominfo 22 ASN 3.937.569.000
dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
b) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Diskominfo 45 Dok 11.715.000
Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD
c) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Diskominfo 1Lap 4.400.000
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Diskominfo 13 Lap 3.018.000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi Diskominfo 25 Dok 8.000.000
Perangkat Daerah kepegawaian yang disusun
a) | Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas | Diskominfo 20 Orang 8.000.000
Pelatihan Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
b) | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Pakaian Dinas Diskominfo 24 paket 0
Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
c) | Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Diskominfo 500 Orang 0
Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Laporan administrasi Diskominfo 12
Perangkat Daerah umum yang dilaksanakan laporan 523.998.300
a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Diskominfo 1 Paket 12.067.050
Komponen Instalasi Listrik Listrik/Penerangan Bangunan
/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
b) | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Diskominfo 1 Paket 0
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
c) | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Diskominfo 1 Paket 22.018.900
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
d) | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Diskominfo 4 Paket 152.816.300
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
e) | Sub Kegiatan Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Diskominfo 2 paket 13.857.500
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
f) | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Diskominfo 912 dok 7.000.000
Bacaan dan Peraturan Perundang | dan Peraturan Perundang-Undangan
Undangan yang Disediakan
g) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diskominfo 30 Lap 309.146.000

SKPD

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
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Indikator Kinerja Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan dan Kegiatan (output) Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
h) | Sub Kegiatan Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Diskominfo 300 dok 7.092.550
Arsip Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis
pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang milik daerah Diskominfo 26 buah 320.887.304
Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah yang diadakan
a) | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan perorangan | Diskominfo 2 unit -
Kendaraan Perorangan Dinas Dinas atau Kendaraan dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan jabatan yang Disediakan
b) | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Diskominfo 15 unit 320.887.304
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah jasa penunjang urusan Diskominfo 4 jasa 461.875.000
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah yang tersedia
a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Diskominfo 4 Laporan 1.500.000
Surat Menyurat Surat Menyurat
b) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Diskominfo 12 356.800.000
Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Air dan Laporan
dan Listrik Listrik yang Disediakan
c) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Diskominfo 12 laporan 103.575.000
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | Jumlah barang milik daerah Diskominfo 42 unit 667.043.000
Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah yang terpelihara
a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Diskominfo 10 unit 310.919.200
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional Lapangan
b) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Mebel yang Dipelihara Diskominfo 5 unit 12.800.000
Mebel
c) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah peralatan dan mesin lainnya | Diskominfo 25 unit 43.100.000
Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara
d) | Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Jumlah Gedung Kantor dan Diskominfo 2 Unit 300.223.800
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Aplikasi Nilai aspek TIK 2,00 14.317.904.941
Informatika
Kegiatan Pengelolaan E-Government | Tingkat kematangan Diskominfo 2 6.182.640.107
di Lingkup Pemerintah Daerah pembangunan aplikasi SPBE
Kabupaten Tingkat kematangan layanan 2
pusat data
Tingkat kematangan penerapan 2
manajemen aset TIK
a) | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Jumlah Pusat Data Pemerintahan Diskominfo 1 Pusat 1.412.183.250
Data Pemerintahan Daerah Daerah yang Dikelola Data
b) | Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Diskominfo 4 Aplikasi 403.420.000
Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintahan Berbasis Elektronik | yang Dikembangkan
c) | Sub Kegiatan Pengembangan dan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Diskominfo 1 Dok 1.548.426.000
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi
Komunikasi Pemerintah Daerah dan Komunikasi Pemerintah Daerah
d) | Sub Kegiatan Pengembangan dan | Jumlah Dokumen Program Inovasi Diskominfo 1 Dok 2.818.610.857

Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota
Cerdas

yang Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart City
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Indikator Kinerja Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan dan Kegiatan (output) Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain | Nilai Tingkat kematangan Diskominfo 3 8.135.264.834
yang telah Ditetapkan oleh layanan jaringan intra
Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah
di Lingkup Pemerintah Daerah
a) | Sub Kegiatan Penatalaksanaan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Diskominfo 12 67.845.000
dan Pengawasan Nama Domain dan Pengawasan Nama Domain dan Dokumen
Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
b) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Sistem Jaringan Intra Diskominfo 1 unit 8.067.419.834
Sistem Jaringan Intra Pemerintah | Pemerintah Daerah
Daerah
Program Penyelenggaraan Persentase sistem elektronik yang | Diskominfo 87% 840.696.000
Persandian untuk Pengamanan telah menerapkan prinsip sistem
Informasi manajemen keamanan informasi
(SMKI) yang ada pada
pemerintah daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Nilai Tingkat kematangan Diskominfo 2 840.696.000
Persandian untuk Pengamanan pelaksanaan audit keamanan
Informasi untuk Pemerintah Daerah | SPBE
Kabupaten/Kota
a) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Diskominfo 20 840.696.000
Keamanan Informasi Keamanan Informasi Pemerintahan Laporan
Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Elektronik dan Non Elektronik
b) | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Perangkat Daerah yang Diskominfo 52 PD 0
Layanan Keamanan Informasi Telah Menggunakan Layanan
Pemerintah Daerah Keamanan Informasi
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Informasi dan | Skor keterbukaan Informasi Diskominfo 6000% 2.249.810.800
Komunikasi Publik Publik Kabupaten Nganjuk
Jumlah perangkat daerah Diskominfo 300% 2.249.810.800
berpredikat " Informatif*'
- Jumlah KIM berpredikat 5 KIM
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan | "AKtif”
Komunikasi Publik Pemerintah - Jumlah PD dengan media 10 PD
Daerah Kabupaten atau Kota komunikasi yang aktif
- Persentase pengaduan 100%
masyarakat yang terespon tepat
waktu
a) | Sub Kegiatan Pengelolaan Media | Jumlah Dokumen Hasil Diskominfo 1 Dok 2.054.805.900
Komunikasi Publik Pelaksanaan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik
b) | Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Diskominfo 1 Dok 99.910.000
Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik
c) | Sub Kegiatan Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Kemitraan Diskominfo 1 Dok 95.094.900
Pemangku Kepentingan dengan Pemangku Kepentingan
Program Penyelenggaraan Statistik Nilai tingkat kematangan layanan | Diskominfo 2 502.403.000
Sektoral statistik sektoral data terbuka
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Jumlah buku profil daerah yang Diskominfo 1 Buku 502.403.000

Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten atau Kota

diterbitkan
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Indikator Kinerja Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Program (outcome) Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan dan Kegiatan (output) Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
a) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Diskominfo 1 dok 502.403.000

Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sinkronisasi, Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral

TOTAL

23.930.065.845
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis
pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak
para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Nganjuk adalah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas pokok
fungsi dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja. Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Diskominfo Kabupaten Nganjuk Tahun
2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka
menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Nganjuk secara
bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi

kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.
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4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA
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